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“©an bersabarlah atas apa yang telah menimpamu. Sesungguhnya hal itu adalah bagian dari perkgra-

perkara yang telah ditetapkan.”( Lugman : 17)
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PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB LATIN

Konsonan

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini ialah pedoman
transliterasi berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 043 b/u/1987 dengan

beberapa penyesuaian sehingga sebagai berikut :

Huruf Nama Huruf Latin Nama

) alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba b be
< Ta t te
) Tsa ts te danes

z Jim j je

c Kh f ha (de:tgzsa;l garis
& Kha kh ka dan ha

S Dal d de

3 dzal dz de dan zet

B Ra r er

) Zai v4 zet
o Sin s es
o syin sy es dan ye
% sad sh es dan ha
oP dad dh de dan ha
b tha th te dan ha
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b za zh zet dan ha
¢ ‘ain o koma ;c;;l;alik di
t gain gh ge dan ha
) fa f ef

S qaf q ki

4 kaf k ka

J lam I el

¢ mim m em

J nun n en

3 wau w we

° ha h ha

3 hamzah R a postrof
& ya y ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia atau monoftong

dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal
Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda dan

harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- fathah a a
kasrah i i
2 dhammah u u
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Contoh:
s : kataba (S 4 : yadzhabu
J : fa'ala Jiv' : su'ila
; ; . dzukira

b. Vokal rangkap

Harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama
&... fathah ai adan i
S fathah au adanu
Contoh:
J}; : Haula La;{ Kaifa
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf | Nama Gabungan Huruf Nama
S.... h... Fathah, alif dan ya a a dan garis di
atas
..... Kasrah da N i dan garis di
o pooEmeE atas
o ? Dhammah dan 0 u dan garis
SIS wawu diatas




Contoh:

Je . qala J:-5 : gila

o s o -
*) rama J)ﬁ-g : yaqiilu

4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua

D

2)

3)

Ta marbutah

Ta marbuthoh yang mati atau mendapat harakat sukun,

transliterasinya adalah ( h ).
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya adalah ta marbuthah
diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua

kata itu terpisah maka ta martubtoh itu diteransliterasinya dengan ha ( h)

Contoh:

ixJb * Thalhah

SJ);.U 4 &l 1 Al-Madinatu Al Munawwaroh

Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu: namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan
antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dengan kata
sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah
Syaddah (tasydid)
Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddabh itu.

Xi



4)

3)

6)

Contoh:

Ly ) :rabbana

W albirr

Penulisan Kata
Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara;
bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan

kata ini dengan dirangkaikan.
OV N ot 9d B Oy ditulis Wa innalldha lahuwa khairurrdzigin

Huruf kapital

Huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.
Penerjemahan

Khususnya penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan cara
periwayatan hadits sebagaimana terdapat pada sanad hadits (misalnya

o LUl ,Wu>) memakai simbol ¢ dengan maksud untuk

memudahkan mengikuti arti dari matan.
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7) Singkatan-singkatan

SWT
SAW
RA
Qs
H.R.
RI

Cet

Ed
dkk

t.t

him
penterj
uuD
KUHPerdata
H.LR
R.Bg.

PerMA

: Subhanahu wa ta'ala

: Shalallahu ‘alaihi wa sallam

: Radhiallahu ‘Anhu

: Qur’an Surat

: Hadits Riwayat

: Republik Indonesia

: Cetakan

: Edisi

: dan kawan-kawan

: tanpa tahun

: halaman

: terjamah

: Undang-Undang Dasar

: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
: Herziene Indonesische Reglement

: Rechtsreglement Voor de Buitengewesten

: Peraturan Mahkamah Agung
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dengan syari’atnya adalah petunjuk bagi setiap insan baik
individu dan sosial muslim yang bersumber dari al-Qur’an dan hadits, hal
memiliki sebuah tujuan yaitu keadilan untuk menciptakan kehidupan yang
seimbang dalam dunia ini. Untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan
inilah setiap muslim diwajibkan untuk menempuh pola kehidupan yang islami,
singkron dengan ketentuan al-Qur’an dan sunnah. Untuk itu semua muslim
harus mempertimbangkan dengan akal schat setiap langkah dan perilakunya
sehingga mampu memisahkan antara perilaku yang benar dengan perbuatan
yang disalahkan.

Akan tetapi dalam pergaulannya di masyarakat, dimana kita hidup di
tengah orang yang berbeda tabiat dan kepentingan, tidak akan bisa sama sekali
tidak berhadapan dengan perselisihan. Perselisihan itu bisa disebabkan oleh
hal yang sepele, dan tidak mempunyai akibat hukum apapun, seperti
perbedaan pendapat dengan isteri/suami.

Suatu perselisihan itu muncul kepermukaan, antara lain disebabkan
karena masing-masing merasa benar, merasa berhak atas apa yang
diperselisihkan. Sebab kalau salah satu pihak dari yang berselisih merasa dan
tahu tidak berhak atas scsuatu yang diperselisihkan, perselisihan itu tidak ada

atau berakhir tatkala ketidakbenaran dan ketidakberhakkannya disadari.



Al-Qur’an sebagai sumber hukum yang bersifat kekal dan abadi yang
didalamnya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhannya (hablum min
Allah) dan hubungan dengan sesama manusia (hablum minannas) sehingga
dengan peraturan inilah terdapat sifat abadi yang tidak akan tergoyahkan oleh
gelombang ruang dan dimensi waktu.

Seiring dengan kehidupan manusia dalam berinteraksi sering
menimbulkan konflik, adakalanya dapat diselesaikan secara damai (Ishlah),
tetapi banyak kemungkinan konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang
terus menerus sehingga dapat merugikan pada kedua belah pihak. Dalam
mempertahankan hak masing-masing pihak yang tidak melampaui batas-batas
dari norma yang telah ditentukan, maka perbuatan sekehendaknya sendiri
haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan
menimbulkan kerugian, maka dapat mengajukan gugatan kepada Peradilan
terdekat sesuai dengan prosedur yang berlaku'.

Peradilan telah lama dikenal dan merupakan suatu kebutuhan
bermasyarakat. Tidak dapat suatu pemerintah berdiri tanpa adanya Peradilan.
Karena Peradilan itu adalah untuk menyelesaikan segala sengketa diantara

para pendudukz. Cara inilah yang disebut dengan Litigasi.

' Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Perdilan Agama, (Jakarta:
Yayasan Al-Hikmah, 2000), hal.1

2 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shieddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam,
(Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997 ), him. 3.



Alllah berfirman dalam surat al-Nisa ayat 58-59 sebagai berikut :
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada
Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Nissa : 58-59)°.

Ayat ini secara tegas mengatakan bahwa agar umat manusia
menetapkan hukum diantara manusia lainnya dengan adil, menurut undang-
undang yang berlaku. Hal ini sudah ada ketentuannya dari Allah SWT. Dan
apabila diantara umat manusia lainnya berlainan pendapat maka kembalilah
kepada Allah (al-Qur’an) dan (RasulNya). dalam hal ini Undang-undang yang
berlaku sebagai rujukan para hakim dalam mengambil keputusan supaya di
antara para pihak tidak saling berselisihan.

Perdamaian (Ishlah) merupakan sebab untuk mencegah suatu

perselisihan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian antara kedua

* DEPAG R, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Toha Putra, 1989), him. 846.



belah pihak. Apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk
itu ishlah mencegah hal-hal yang akan menycbabkan kehancuran dan
menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan.
Sebagaimana hal ini sudah seringkali di tegaskan oleh Allah melalui
kitab suci-Nya, al-Qur’an. Salah satunya adalah seperti yang tertuang dalam

surat al-Hujurat ayat 10.
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“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan
takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. al-
Hujurat : 10)*,

Dari ayat di atas secara tegas dikemukakan bahwa orang-orang
mukmin adalah bersaudara, maka apabila diantara kedua belah pihak saling

berselisihan damaikanlah.

Usaha untuk Mendamaikan para pihak juga dibahas dengan jelas

dalam al-Qur’an Surat al-Nisa ayat 35 sebagai berikut:
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“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal. (QS. al-Nisa:35)
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? Ibid., him. 846



Ayat di atas secara tegas dikemukakan bahwa jika dua belah pihak
bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaiaan itu hendaklah dilakukan
dengan adil dan benar. Dan jika kamu gelisah akan persengketaan itu maka
kirimlah seorang juru perdamaian (hakam), baik dari pihak laki-laki maupun
dari pihak perempuan. Hakam yang dimaksud adalah juru pendamai.

Sehubungan dengan hal ini M.Yahya Harahap sebagaimana dikutip
Oleh Abdul Manan mengemukakan bahwa tujuan luhur mendamaikan pihak-
pihak berperkara sering dinodai oleh praktisi hukum dan tidak melahirkan
perdamaian yang sebenarnya tetapi justru melahirkan permusuhan yang terus
berlanjut’.

Penyelesaian perselisihan yang sederhana, cepat dan murah adalah
dambaan kita semua. Hal tersebut didasari oleh pembentukan Undang-undang
di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, sebab pada tanggal 17
Desember 1970 itu dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1970, yang berbunyi :

“Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan
dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan
untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Namun dalam menjalankan fungsinya terkesan lamban dan berbelit-
belit dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. karena proses
berpekara dipengadilan harus mengikuti hukum acara, sehingga membutuhkan

waktu. Dan hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan dalam kenyataan,

% Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata dj Lingkungan Perdilan Agama, him. 96.




bahkan dalam prakteknya pelaksanaan Peradilan perdata semangkin jauh dari
angan-angan. Terbukti pada belakangan ini muncul suara parau dan agak
sumbang mencerca lembaga Peradilan sebagai penyelesai masalah yang
menimbulkan masalah. Tidak seperti slogannya Peradilan mengatasi masalah
tanpa masalah. Oleh karena itu perlu dicarikan alternatif penyelesaian
sengketa di Pengadiian yang efektif dan efisien sehingga tidak ada pihak yang
merasa dikalahkan.

Disamping melalui litigasi, juga dikenal dengan alternatif penyelesaian
sengketa perdata diluar Pengadilan yang lazim disebut non litigasi. Hal
semacam ini dimungkinkan selain karena pecraturan perundang-undangan.
Dalam cara litigasi, inisiatif berperkara ada pada diri orang yang berperkara.

Meskipun ketentuan tentang perdamaian telah ada, sebagaimana
ditentukan dalam pasal 130 Herziene Indonesische reglement selanjutnya
disingkat H.ILR dan Pasal 154 Rechtsreglement Voor Debuitengewesten
selanjutnya di singkat Rb.g. Namun ketentuan tersebut belum di manfaatkan
sebagaimana mestinya, misalnya pada Pasal 130 ayat (1) H.L.R, Rumusan
tersebut telah dilaksanakan tetapi hanya pada formulasi saja®.

Menurut hemat penulis penyelesaian perkara perdata di Pengadilan
dalam bentuk upaya perdamaian yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku Pasal 130 H.LR atau pasal 154 Rb.g, tidak
dilaksanakan oleh para hakim secara optimal didalam sidang pengadilan.

Usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh para hakim selama ini (tidak

¢ Mariana Sutadi, Penjelasan PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan (Bandung : Mahkamah Agung RI, 2003), him.367



semua) hanya sepintas lalau saja, terkesan sekedar untuk memenuhi formalitas

sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan saja.

Menyikapi hal tersebut rakernas Mahkamah Agung di Yogyakarta
pada tanggal 24 sampai 27 September 2001 telah menghasilkan beberapa
rekomendasi, salah satu keputusan rakernas yaitu merekomendasikan
pemberdayaan lembaga Peradilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya
perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 H.I.LR dan Pasal 154
Rb.g7.

Sejalan dengan hasil rakernas tersebut dan untuk membatasi perkara
kasasi ke Mahkamah Agung secara subtantif dan prosessual, maka Mahkamah
Agung mengeluarkan surat edaran (SEMA) Nomor 1 tahun 2002 tentang
pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai dalam
bentuk mediasi. Akan tetapi setelah lebih kurang dari dua tahun surat edaran
terscbut dikeluarkan, masih mengundang pertanyaan dan perdebatan karena
beberapa hal pokok belum secara eksplisit diatur dalam surat edaran tersebut.

Oleh karena itu Mahkamah Agung berfikir bahwa terhadap pasal 130
H.I.R atau Pasal 154 Rb.g alangkah baiknya diatur lebih lanjut mengenai tata
cara pelaksanaannya sehingga bisa menjadi lebih optimal, maka lahirlah
Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya disingkat (PERMA) No.2
Tahun 2003, tentang prosedur mediasi di Pengadilan tingkat pertama.
Langkah-langkah yang harus di tempuh oleh hakim pada waktu melakukan

upaya mendamaikan secara tidak langsung akan sangat membantu Mahkamah

" DEPAG RI, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, (Jakarta: Al-Hikmah, 2004), him. 18.




Agung dan juga menghasilkan penyelesaian sengketa yang tidak ada merasa
dikalahkan (win-win solution)®.

Meski kewajiban untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak
telah jelas dasar hukumnya, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.
Bahkan hukum Islam memandang hal ini sebagai suatu kewajiban individu
(fardu ain dan fardu kifayah bagi scbuah institusi seperti pengadilan)
Persoalannya adalah mampukah Pengadilan (majlis hakim) berperan maksimal
dalam mengupayakan perdamaian ini?

Untuk itu, berangkat dari sederetan persoalan dan pandangan tersebut
di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan riset/penelitian tentang
kedudukan dan fungsi mediasi menurut PERMA No 2 tahun 2003 dan
pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Purwokerto ditinjau dari hukum Islam.
Besar harapan penulis, dari hasil penelitian ini nantinya mampu
mendeskripsikan sebuah alternatif dalam penyelesaian sengketa khususnya
perkara perdata. Sehingga hal itu dapat memperkaya khazanah ilmu
syari’ah/hukum yang notabene memang harus selalu bisa memenuhi
kebutuhan dan perkembangan zaman.

Berdasarkan latar belakang diatas yang dikemukakan di atas, maka
penulis tertarik dan bermaksud akan mengadakan penelitian sebagai bahan
skripsi dengan judul “KEDUDUKAN DAN FUNGSI MEDIASI MENURUT
PERMA NO. 2 TAHUN 2003 DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN
NEGERI PURWOKERTO DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM.

¥ Emmy Yuhassarie, Mediasi dan Court Annexed Mediation (Jakarta : 2004), him. 11



B. Penegasan Istilah
Guna menghindari adanya kesalahpahaman dalam mengartikan istilah
sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, maka
penulis merasa perlu menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun
penegasan yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut :

1. Mediasi

Mediasi adalah upaya untuk mencapai perdamaian antara
Penggugat dan Terggugat melalui perundingan yang diupayakan oleh
mediator.

Kedudukan dan Fungsi mediasi yang penulis asumsikan dalam
penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun
2003. Tentang prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto.

2. Lembaga Peradilan

Lembaga Peradilan adalah tempat/wadah dalam menyelesaikan
segala sengketa diantara para penduduk pada tingakat pertama, dalam hal
ini yang dimaksud adalah Pengadilan tingkat pertama yang menerapkan
upaya perdamaian dalam bentuk mediasi.

Dengan demikian, maksud dari judul penelitian ini adalah sebuah
alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk mediasi yang menjadi
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003. untuk
dilaksanakan oleh Peradilan tingkat pertama yang ada di Indonesia
Khususnya di Pengadilan Negeri Purwokerto. Sehingga terwujudnya

perdamaian diantara pihak-pihak yang bersengketa.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul diatas, maka yang menjadi

pokok masalah adalah :

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi mcdiasi dalam proses penerapan
PERMA No: 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Negeri

Purwokerto?

2. Bagaimana cara memfungsikan peran seorang hakim atau non hakim
sebagai fasilitator/mediator dalam proses mediasi?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap mediasi?
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara umum tentang kedudukan
dan fungsi mediasi dalam proses penerapan PERMA No. 2 tahun 2003

di Pengadilan Negeri Purwokerto.

b. Untuk mengetahui cara memfungsikan seorang hakim atau non hakim

sebagai mediator / fasilitator.
Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap perdamaian dalam
bentuk mediasi.

2. Manfaat
a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan
kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama

dalam bidang hukum positif dan hukum Islam, khususnya dalam
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masalah perkosaan, serta bermanfaat bagi penelitian penelitian hukum
positif dan hukum Islam selanjutnya.
b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam konteks fungsi

Mediasi.

E. Telaah Pustaka

Saat ini, lembaga peradilan telah menerapkan mediasi sebagai
alternatif penyelesaian perkara perdata di Pengadilan tingkat pertama. Oleh
karena mediasi ini bersumber dari kehendak para pihak, tentunya majlis hakim
akan memberikan kesempatan kepada pihak untuk memilih sendiri siapa
mediatornya. Apakah akan menggunakan mediator hakim yang terdaftar di
Pengadilan ataukah non hakim diluar Pengadilan’.

Namun apabila dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja para pihak
ataupun kuasa hukum mereka tidak dapat bersepakat tentang mediator dari
daflar mediator yang disediakan, ketua Pengadilan mempunyai kewenangan
untuk menyeleksi daftar mediator yang ada.

Memanfaatkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah
satu pilihan tepat dan merupakan sebuah terobosan baru dalam dunia
Peradilan, yang harus diberikan apresiasi yang positif kepada masyarakat
khususnya praktisi ilmu hukum. Karena dengan adanya PERMA No. 2 Tahun

2003 tentang prosedur mediasi di Peradilan tingkat pertama , institusi seperti

¥ Mahkamah Agung RI, Himpunan Hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2001 S/d 2003,
(Jakarta: 2004), hal. 368.
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Peradilan tidak dimaknai secara sempit, yakni sebagai lembaga yang lamban
dan berbelit-belit dalam menyelesaikan sengketa.

Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul, Arbitrase Nasional,
memaparkan bahwa mediasi merupakan suatu proses negosiasi untuk
memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang
akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan
solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua
belah pihak. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator

tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi diantara para pihak

yang bersengketa'®.

Pangabean dalam makalahnya yang berjudul, Upaya Perdamaian
Menurut Pasal 130 H.I.R, menjelaskan bahwa praktek Peradilan selama ini
hampir jarang memanfaatkan lembaga dading (damai) sebagaimana diatur
dalam Pasal 130 H.I.LR Pasal 154 Rbg. Hampir semua gugatan diterima dan
langsung diproses secara litigasi

Said Faisal yang di kutip oleh Emmy Yuhassarie dalam bukunya yang
berjudul, Mediasi dan Court Annexed Mediation, kaitan antara negosiasi dan
mediasi adalah merupakan suatu proses negosiasi yang di bantu oleh pihak
ketiga. Mediatorlah yang akan memanage negosiasi. Seorang mediator perlu
mengerti mengenai negosiasi karena sangat diperlukan. Dalam negosiasi

biasanya yang didiskusikan ada 3 hal, yaitu mengenai :

' Munir Fuady, Arbitrase Nasional, (Bandung : 2000), him. 47




1. Isu

2. Posisi

3. Kepentingan
Adapaun Teori-teori positional negotiation/negosiasi tergantung posisi yaitu :

1. Nilai akhir kesepakatan yang menjadi tujuan

2. Proses tawar menawar menjadi ciri khas

3. Keberhasilan ditentukan berdasarkan kedekatan antara nilai yang
diinginkan dengan nilai akhir yang discpakati.

Dalam makalah M. Husseyn Umar yang dikutip oleh Sudiarto dalam
bukunya yang berjudul, Mengenal Arbitrase Salah Satu Penyelesaian
Sengketa, menjelaskan bahwa :

Cara penyelesaian yang tidak melalui pengadilan inilah disebut
“ Alternative Dispute Resolution” atau penyelesaian sengketa

sebagai
alternatif. Adapun cara-cara Alternative Dispute Resolution atau alternatif
pcnyclesaian sengketa terdiri dari :
1. Konsiliasi
Konsiliasi adalah suatu penyelesaian di mana para pihak berupaya
aktif mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga.

Konsiliasi diperlukan apabila para pihak yang bersengketa tidak

mampu menyelesaikan perselisihannya. Hal ini menyebabkan istilah

i diartikan sama dengan mediasi.

konsilias
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2. Negosiasi

Negosiasi merupakan hal yang biasa dilakukan dalam suatu

persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memerlukan kesepakatan
antara para pihak.

3. Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak
luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang
bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan
memutuskan

Sedangkan menurut Ahmad Santosa dan Anton yang di kutip oleh
Sudiarto dalam bukunya, Mengenal Arbitrase Salah Satu Penyelesaian
Sengketa, mengungkapkan bahwa, mediasi adalah negosiasi yang dihadiri
oleh pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan untuk
memutuskan. Pihak ketiga yang disebut sebagai mediator berfungsi untuk
membantu para pihak yang berselisih untuk menyediakan fasilitas bagi
pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan.

Karena alasan itulah, fenomena ini banyak mengundang berbagai
kalangan untuk memanfaatkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian
sengketa, termasuk juga para praktisi hukum senantiasa menginginkan panji-
panji Islam tetap tertancap dimuka bumi ini.

Oleh karena itu Peserta Komisi Il dalam diskusi yang diselenggarakan

pada tanggal 26 sampai 27 september 2002 dalam rapat kerja nasioanal

terbatas Mahkamah Agung RI dengan Para ketua Pengadilan tingkat banding




dari 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Surabaya. Tentang

pelaksanaan upaya perdamaian menurut pasal 130 H.ILR/154 Rb.g.
' Kesimpulannya bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002
memerlukan penyempurnaan bahwa perkara yang masuk ke Pengadilan
tingkat pertama terlebih dahulu harus diserahkan kepada ketua majlis serta
menunjukan fasilitator/mediator di antara anggota majelis yang bersangkutan.

F. Metodologi Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

, sebagai berikut :

E 1. Jenis penelitian

| Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian
lapangan (Field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk

| memperjelas antara teori dan praktek. Penelitian lapangan ini pada

hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan

realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan

masyarakat''.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada dua sumber,
yakni data primer dan data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian
ini adalah para hakim Pengadilan Negeri Purwokerto melalui
interview/wawancara secara langsung. Sedangkan data sekundernya adalah

data yang di peroleh dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) NO0.2

—
I Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.Cet. 6 (Jakarta: Bumi Aksara

2003), him. 28.
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Tahun 2003 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama, dan
data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku, internet, surat kabar,
majalah, tabloid, artikel, selebaran, kaset, atau literatur lain yang memiliki
keterkaitan dengan penelitian ini. Bahkan, tidak menutup kemungkinan
juga didapat dari hasil diskusi atau wawancara penulis dengan orang-orang
yang dirasa berkompeten untuk mengomentari pemahaman tentang
mediasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan
sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki'?. Disini penulis
akan melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data-data
yang diperlukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian di
Pengadilan Negeri Purwokerto.

b. Wawancara (Interview)

Interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan
untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya
jawab sepihak”. Penulis menggunakan metode ini untuk
mengumpulkan dan memperoleh data tentang situasi yang
berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dan mengetahui

fungsi dari mediasi dalam praktek peradilan. Dalam hal ini penulis

12 . ; j ili

Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, Jilid 11 (Yogyakarta : Andi Offset

: \ A : , tanpa

1> guharsimi Arikunto, Prosedur Penclitian Suatu Pendekatan Prakiek, Ed. szilsi;r;)\” hlm-136

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), him.145.



17

akan melakukan wawancara dengan para hakim di lembaga
Pengadilan Negeri Purwokerto.

Adapun pedoman wawancara yang dipakai dalam
penelitian ini adalah “semi structured”, maksudnya penulis mula-
mula akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang sudah
terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek
keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh
bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan
mendalam.

Sesungguhnya, alasan penggunaan pedoman tersebut diatas
hanya didasarkan pada pertimbangan teknis saja, yakni guna

mempermudah penulis dalam melakukan wawancara agar akurat

dan sistematis.

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monogram atau
catatan-catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen, rapat, legger, agenda, dan sebagainya". Metode tersebut
penulis gunakan untuk melengkapi data yang diperoleh pada
Pengadilan Negeri Purwokerto, terutama dokumen maupun catatan

yang berkaitan dengan penelitian ini.

" Ibid., him. 236.
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4. Metode penelitian
Deskriptif
Berdasarkan penelitian yang bersifat Deskriftif Kualitatif,

maka penulis mengunakan metode dalam menganalisa data yang
diperoleh dengan menggunakan metode Deskriftif analisis, yaitu
penulis menghubungkan data yang satu dengan yaﬁg lain kemudian
penulis mewujudkan untuk memberikan deskriftif mengenai subjek
penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari
kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksud untuk pengujian
hipotesis".

5. Tehnik Analisis Data

Untuk mengungkapkan pemahaman penulis tentang fenomena
yang diteliti, maka diperlukan upaya mencari dan mengatur secara
sistematis hasil penelitiannya. Hal ini diperlukan karena hasil
penelitiannya akan disajikan kepada orang lain. Untuk itu, peneliti

harus berupaya mencari makna dari fenomena yang diteliti. Pencarian
makna itulah yang disebut analisis data.

Content Analysis

Content analysis diartikan sebagai analysis isi atau kajian isi*

Sementara analisis atau kajian isi diartikan sebagai tekhnik apapun

IR

ogi Penelitian, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998 ), him.26

15 Saifudin Azwar, Metodel eneliia
16 s . .

Hadari Nawawi, Metode Penelitian bidang social, dalam bukunya Soejono d
Abdurahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jaka}!ta: Ri::ka Cipta

1999), him.8
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yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan

karakteristik pesan, dan dilaksanakan secara obyektif dan sistematik'’.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam penulisan Skripsi ini, penulis membuat
sistematika sebagai berikut :

Bab I. merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang
Masalah, Penegasan Istilah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat
Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II. berisi tentang perdamaian dalam pandangan Islam . Adapun
pembahasannya meliputi, definisi tentang perdamaian, pengertian mediasi,

mediasi sebagai model perdamaian, prosedur mediasi di pengadilan tingkat
pertama, Ciri-ciri pokok dan model mediasi.

Bab III. berisi tentang latarbelakang dikeluarkannya PERMA No 2
Tahun 2003, tahapan mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto, pelaksanaan
mediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto

Bab IV. Analisis kedudukan dan fungsi mediasi sebagai alternatif

penyelesaian sengketa, mediasi dan mediator, definisi tahkim (mediator),

bidang-bidang tahkim.

Bab V. adalah Penutup yang meliputi Kesimpulan dari penelitian ini,

Saran-saran dan Kata Ikhtitam.

e

7 1pid,, him. 13-14.
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PERDAMAIAN DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Definisi Perdamaian

Secara etimoligis, kata “Ishlah™ berasal dari kata solaha - yasluhu -
sulhan” yang berarti perdamaian. Menurut bahasa lafadz ishlah adalah
memutuskan suatu persengketaan. Kata perdamaian diartikan dengan
mengakhiri suatu perselisihan diantara para pihak, menyuruh berbuat
kebajikan dan melarang perbuatan mungkar scsuai dengan ajaran Allah SWT
dan Rasul, agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Sedangkan secara terminologis, kata ishlah juga sangat beragam
definisinya. Banyak tokoh yang telah mendefinisikan kata tersebut, meskipun
pada dasarnya juga sama yakni sebab untuk mencegah suatu perselisihan,
memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian.

Abi Yahya Zakariya Al Anshary dalam bukunya yang berjudul,
Fathul wahab, mendefinisikan bahwa perdamaian menurut bahasa adalah

memutuskan suatu persengketaan sedangkan menurut syara’ adalah suatu

agad yang menghasilkan perdamaian".

Kata ishlah merupakan istilah denotatif yang sangat umum. Istilah ini

bisa berkonotasi perdamaian dalam lapangan kehartabendaan, perdamaian

dalam lapangan khusumat dan permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah

18 Abi Yahya Zakariya al-Anshari, £ athul Wahhab, Juz |, (Semarang: Thaha Putra, tt), him.
208
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tangga, perdamaian antara scsama muslim, dan sebagainya. Islam secara jelas
mengungkapkan bahwa perdamaian adalah suatu perbuatan terpuji'®.
Mengadakan perdamian adalah suatu perkara yang amat terpuji

bahkan diperintahkan dalam agama Islam. Seperti yang tertuang dalam al-

Qur’an surat al-Nisa ayat 128.

oo oaTE o
J-"'IC-L‘G-“_}

Dari ayat di atas dikemukakan bahwa perdamaian ialah perbuatan

yang baik (bagi mereka).

Perintah untuk senantiasa membudayakan konsep perdamaian dalam
setiap memutuskan suatu perkara adalah sesuatu yang mengandung

kebajikan. Hal itu didasarkan kepada firman Allah, seperti tertera pada

QS. al-Hujurat: ayat 9.

P>

”
o ,,l,., 2 /./f. “ r,:q/’ g2 7 $7 ¢ ,:::4,. ,“9,‘, ,,. _
& LA.G-’J’l‘* *.’OP Lo e |,>gl.\o’ U',L..J‘ M}Aj‘ufs)b_g_gwub
- -

(D B oD o A Ul i 3 S ks YT

« Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu
rang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau
satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang
melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada
perintah llah. kalau dia telah surul, damaikanlah antara keduanya
menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya
Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. al-Hujurat: 9)*.

berpe
yang

-

19 .
Ibid., him. 208 '
2 Drl-:PAG RI, al-Qur'an Dan Terjemahannya, him. 846,
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Ayat di atas secara tegas dikemukakan bahwa jika ada dua pihak
beriman yang bertengkar/berselisihan, maka damaikanlah mereka, dan
apabila kamu khawatir akan persengketaan itu, maka kirimlah seorang juru

perdamaian.

Sementara itu para pakar mendefinisikan pengertian Ishlah sebagai

berikut :

1. Menurut Imam Tagiyuddin Abi Bakr lbn Muhammad al-Husaini dalam

dimaksud Ishlah adalah :

kitab kifayatul akhyar, yang

Akad yang memutuskan dua pihak yang berselisin®'.

9. Hasbi ash Shidiqi, Pengantar Figh Mu ‘amalah, berpendapat bahwa yang

dimaksud dengan Ishlah adalah :
g1 50 4y g sl ol B B O STiall 48 (3 e

disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk

Akad yang
n sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan®.

melaksanaka

3. Sulaiman Rasyid dalam bukunya, Figh Islam, berpendapat bahwa yang

dimaksud sulhu (perdamaian) adalah akad perjanjian untuk menghilangkan

dendam, permusuhan dan perbantahan®.

Menurut Subekti dalam bukunya, Pokok-Pokok Hukum Perdata

menyebutkan “perjanjian perdamaian” (dading atau compromis) adalah suatu

2 tmam Taiy al-Din Abu Bakr bI" Muhammadal-Husaini, Kifayat al-Akhyar, Juz 1, Dar al-
Fikr, Beirut., hal. 271 )
2y, 21" pengantarFigh Muamalah, (Jakarta: Bulan bi
Hasb Ash-ShiddiqieY . : . Bulan bintang, 1984
Yy . (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, ZOOI)g, hal. 33’9}““1- 92.

23 gyjaiman Rasjid, F igh Islam,
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erianiian di .
perjanjian dimana dua pihak mengakhiri suatu perkara, dalam perjanji

| - > anjian ini
masing-masing pihak melepaskan hak-hak atau tuntutannya®

Hal yang sama diungkapkan oleh subekti dalam bukunya, Kitab
, Kita

Undang-undang Hukum  Perdata, bahwa perdamain sebagai
agaimana

dicantumkan dalam pasal 1851 KUHPerdata adalah suatu perjanjian d
an dengan

kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menah
an suatu

barang untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantun
g atau

mencegah timbulnya suatu perkara®.

Oleh karena perdamaian b i
ersifat “mau sama ”
mau” dan meru
pakan

persetujuan kedua belah pihak, maka terhadap putusan perdamaian
menurut

Pasal 130 (3) H.LR/154 (3) Rb.g tidak diperkenankan untuk mengajuk
gajukan

permohonan Banding atau Kasasi. Proses selesai dan seandainya suatu wak
u waktu

diajukan kembali persoalan yang sama oleh s
alah satu pihak, mak

dinyatakan “ ne bis in idem™.

Menyangkut upaya damai oleh hakim dalam persidangan yang tel
g telah

ditentukan, dading diterjemahkan sebagai perdamaian, mu
’ syawarah

penyelesaian secard damai

Retno Wulan Sutanto dalam bukunya, Hukum Acara Perdata Dal
a Dalam

Teori dan Prakiek. Menjelaskan bahwa Perdamai
amaian mungkin da
pat

diselesaikan dengan meminta bantuan teman baik atau kepala d
pala desa yan
g

M GQubekti Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa
£ ) . ] 200
ndang Hukum Perdata, (lakarta: Pradnya pgﬂﬁl{ l17929'0) hl
? , nim. 392

;5 Ibid. Kitab Undang-uH oy Perd
6
Retnowulan Sutanto, ukum Acara Perdata Dalam Teori dan
Praktek, (Bandun
? g : Mandar

maju, 1997), him. 36-




24

bersangkutan. Dalam menyelesaikan perkara diluar sidang secara damai

maka gugatan lalu dicabut 7,

Berbeda lagi dengan Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul

Penerapan Hukum Acard Perdata di Lingkungan Peradilan Agama yaitu

ketentuan formal dari suatu Putusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam

Pasal 1851 KUHPerdata, Pasal 130 H.ILR dan Pasal 154 Rb.g dapat

dikemukakan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan

Langkah awal yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan

suatu perkara adalah mengadakan perdamaian para pihak yang bersengketa

Dalam usaha perceraian usaha mendamaikan para pihak dilaksanakan terus

menerus pada setiap persidangan sampai hakim menjatuhkan putusan.

2. Mengakhiri sengketa

Dalam Pasal 130 H.LR dan Pasal 154 Rb.g dikemukakan bahwa

apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka dibuat putusan

perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian.

3. Perdamaian atas sengketa yang telah ada

Dalam pasal 1851 KUHPerdata dikemukakan bahwa syarat untuk

dapat dijadikan dasar putusan perdamaian itu hendaklah persengketaan para

pihak sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata
n ke pengadilan sehingga perdamain yang dibuat

terwujud tetapi paru diajuka

ah terjadinya perkara.

oleh para pihak menceg

-

27 1pid., him.35
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4. Bentuk perdamain harus tertulis

Dalam pasal 1851 KUHPerdata juga dikemukakan bahwa persetujuan
perdamaian itu sah jika dibuat secara tertulis, syarat ini sifatnya imperatif
(memaksa), jadi tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan
dengan cara lisan dihadapan pejabat yang berwenang. Akta perdamaian harus

dibuat tertulis sesuai dengan formal yang telah ditetapkan oleh ketentuan

yang berlaku®.

Perdamaian adalah salah satu hukum yang sangat tinggi nilainya

dalam lapangan hukum pidanapun dibolehkan melakukan perdamaian, dalam

batas-batas yang berkaitan dengan hak hamba yang pembahasannya secara

lebih mendalam diperbincangkan dalam Figih Jinayah. Pembicaraan maaf

atas kesalahan seseorang merupakan bentuk perdamaian yang sangat mulia,

yang diajarkan oleh ajaran Islam.
Dalam kehidupan berumah tangga, perbuatan perdamaian ini amat
dianjurkan. Perselisihan paham dan pertikaian dalam kehidupan keluarga tak

akan bisa diakhiri tanpa adanya perdamaian dan saling memaafkan. Islam

juga memberikan tata cara bergaul antara muslim dengan non muslim, yang

intinya melarang adanya sifat saling bermusuhan.

Beberapa pengcrtian diatas hanyalah sebagian kecil yang mudah-
tentang definisi perdamaian . Meskipun

mudahan dapat merepresentasikan

ya, namun penulis dapat menyimpulkan bahwa

sangat beragam bahasan

perdamaian adalah gebuah proses atau kegiatan untuk mencegah suatu

onerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Perdilan Agama, him. 95

28 Apdul Manan, P
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pertentangan dan pertikaian, untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang
berjalan atau mencegah timbulnya perkara. Dan apabila berkepanjangan akan

mendatangkan kehancuran, demi keselamatan dan kebahagiaannya di dunia

dan akhirat

B. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah merupakan bentuk perdamaian aternatif melalui

perundingan yang dibantu oleh seorang mediator yang netral. Fungsi mediasi

itu hanya sebagai fasilitator yang dibantu oleh mediator untuk mencapai

kesepakatan diantara para pihak yang berperkara, mediasi ini sifatnya wajib
(mandatory) untuk diterapkan di Pengadilan tingkat pertama. Akan tetapi

mediator disini tidak dapat sewenang-wenangnya mengambil keputusan guna

. 29
mengakhiri perkara™.

Mediasi, dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan

pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi
sebagai “mediator”. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak

memihak dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung). Mediator ini

bekewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada

kehendak dan kemauan para pihak™.

Sebagai fasilitator pihak diluar perkara, yang tidak memiliki

kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau
mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan

mengenal pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak.

2 gudhy Budiman, Mencari Model 1deal Penyelsaian Sengketa, (Online), di akses pada
| 27 Mei 2006. » -

e awan Widjaja, Hulum Arbirése (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2000), him.34
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Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator d
apat

menentukan duduk perkara, “kekurangan” dan “kelebihan” dari i
masing-

masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun p al
ropos:

penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak s
ecara

langsung. Mediator harus mampu menciptakan kompromi diantara ked
edua

belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang sali
aling

menguntungkan (win-win).

Dalam mediasi, para pihak sendirilah yang beperan aktif untuk

menjajaki berbagai alternatif dalam menetapkan hasil akhir, dengan bant
s uan

seorang mediator yang tidak memihak. Segi positif mediasi sekaligus dapat
pai

menjadi segi negatifnya, dalam arti keberhasilan mediasi semata-mata
tergantung pada itikad baik para pihak untuk mentaati kesepakatan bersama

Prosedur yang harus ditempuh dalam mediasi secara garis bes
ar

meliputi empat tahap sebagai berikut:
Pengantar, yang berisi penjelasan mediator tentang cara yang harus diikuti
uti

dan peran komunikasi yang terbuka, dengan asas saling menghormati

mi isu dalam sengketa dengan cara memberikan kesempat
atan

kepada masing-masing pihak untuk mengemukakan pendapatnya terhad
adap

hal yang disengketakan.

Mendefinisikan :su dan menjajaki alternatif untuk mencapai kesepakatan

tif yang ada dan menentukan kesepakatan disertai
1

dengan rincian
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C. Mediasi Sebagai Model Perdamaian.

Dalam perjalanannya, lembaga damai (dading) mengalami pasang
surut (fluktuasi) yang tidak sedikit. Pelaksanaan perdamaian di lingkungan
Peradilan tingkat pertama seringkali mendapat kritik dan masukan dari

berbagai kalangan, baik dari teoritisi maupun para praktisi hukum.

Mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara terus

mengalami perkembangan dari satu kondisi ke kondisi berikutnya sesuai

dengan perkembangan zaman, baik itu terkait dengan metode penyelesaian

maupun fasilitas yang digunakan.

Oleh karena itu, dalam sub-bab ini penulis akan berusaha memberikan

pengertian tentang perdamaian pada era globalisasi yaitu mediasi sebagai

alternatif penyelesian perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama.

Adapun karakteristik mediasi sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah

Agung melalui PERMA No. 2 tahun 2003 Pasal 1 sebagai berikut.

1. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para

pihak dengan dibantu oleh mediator.

5 Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang

berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan

penyelesaian sengketa.
alah dokumen kesepakatan yang merupakan hasil

proses mediasl.




10.

11.

Daftar mediator adalah sebuah dokumen yang memuat nama-nama

mediator di lingkungan sebuah Pengadilan yang ditetapkan oleh ketua

Pengadilan.

Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua
Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa dan mengadili perkara.
Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa
dihadiri oleh pihak lainnya.

Para
membawa sengketa mereka ke Pengadilan tingkat pertama untuk

pihak adalah dua atau lebih subyek hukum yang bersengketa dan

memperoleh penyelesaian.

Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Mahkamah Agung ini.

Sengketa publik adalah sengketa-sengketa di bidang lingkungan hidup

hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan dan perburuhan
yang melibatkan kepentingan banyak buruh.

Sertifikat mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang
ah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh

akreditasi oleh Mahkamah Agung.

tel

|embaga yang telah di
Proses mediasi terbuka untuk umum adalah anggota-anggota masyarakat

dapat hadir atau mengamati, atau masyarakat dapat mengakses informasi

yang muncul dalam proses mediasi®'.

1, PERMA No 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

31 pMahkamah Agung R
), him. 3

(Jakarta: tp, 2003
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Said Faisal yang di kutip oleh Emmy Yuhassarie dalam bukunya yang
berjudul, Mediasi dan Court Annexed Mediation, kaitan antara negosiasi dan

mediasi adalah merupakan suatu proses negosiasi yang di bantu oleh pihak

ketiga. Mediatorlah yang akan memanage negosiasi. Seorang mediator perlu

mengerti mengenai negosiasi, karena sangat diperlukan. Dalam negosiasi

biasanya yang didiskusikan ada 3 hal, yaitu mengenai :

1. Isu
2. Posisi

3. Kepentingan
Adapaun Teori-teori positional negotiation/negosiasi tergantung posisi yaitu :

1. Nilai akhir kesepakatan yang menjadi tujuan

7. Proses tawar menawar menjadi ciri khas

3. Keberhasilan ditentukan berdasarkan kedekatan antara nilai yang
diinginkan dengan nilai akhir yang disepakati®’.
Dalam makalah M. Husseyn Umar yang dikutip oleh Sudiarto dalam

bukunya Yyang berjudul, Mengenal Arbitrase Salah Satu Penyelesaian
Sengkela, menjelaskan bahwa cara penyelesaian yang tidak melalui
Pengadilan inilah disebut sebagai “Alternative Dispute Resolution” atau

.33
penyelesaian sengketa alternatif
Adapun cara-cara Alternative Dispute Resolution atau alternatif

penyelesaian sengketa terdiri dari :

Mediasi dan Court A nnexed Mediation, him. 36

Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis

32 Emmy Yuhassarie, Me
33 gydiarto, Mengenal Arbitrasé

him.11
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konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu penyelesaian di mana para pihak berupaya

aktif mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga.
Konsiliasi diperlukan apabila para pihak yang bersengketa tidak

mampu menyelesaikan perselisihannya. Hal ini menyebabkan istilah

konsiliasi diartikan sama dengan mediasi.

Negosiasi

Negosiasi merupakan hal yang biasi dilakukan dalam suatu

persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Gary Good paster

negosiasi merupakan proses consensus yang digunakan para pihak untuk

memperoleh kesepakatan diantara mercka.

Mediasi
Gary Goodfaster yan

Salah Satu Penyelesaian Sengketa, memaparkan

g dikutip oleh Sudiarto dalam bukunya,

Mengenal Arbitrase
mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar
yang tidak memihak impartial dan netral bekerja dengan pihak yang
bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan

memutuskan34.
Sedangkan menurut Ahmad Santosa dan anton yang di kutip oleh
Sudiarto dalam bukunya, Mengenal Arbitrase Salah Satu Penyelesaian
sengkela, mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga netral
kewenangan untuk memutuskan. Pihak ketiga yang

yang tidak memiliki

-

3 1pjd., him. 16
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disebut sebagai mediator berfungsi untuk membantu para pihak
yang

berselisih untuk menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak untuk me i
ncapai

kesepakatan3 °.

Dari rumusan-rumusan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan

bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut

a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan

perundingan.

Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di
i

dalam perundingan.

c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk

mencari penyelesaiaan.

Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama

d.
perundingan berlangsung.

e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan
yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri
sengketa.

Oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui sistem mediasi pada
akhir-akhir ini banyak diperbincangkan oleh orang yang ingin

menyelesaikan sengketany? dengan cepat. Hal ini disebabkan alas
an-

alasan berikut ini :
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. Proses penyelesaian sengketa relatif cepat (quick).
Proses penyelesaian sengketa pada umumnya rata-rata dapat

diwujudkan dalam satu atau dua bulan. Sedangkan melalui sistem
mediasi hanya dibutuhkan dua kali atau paling banyak tiga kali

pertemuan, dan sudah dapat dikompromikan tentang cara

penyelesaiannya.

. Biaya murah (inexpensive).

Pada umumnya, biaya mediasi murah dan tidak mahal karena dapat

diselesaikan dalam waktu singkat. Hal ini dikarenakan mediator hanya

terlibat dalam memberikan nasihat.

. Bersifat rahasia (confidential).

Salah satu asa ketertiban umum yang mesti ditegakkan oleh mediator

dalam persidangan adalah tidak terbuka untuk umum, bersifat rahasia,

tidak boleh diliput dan tidak dipublikasikan.

. Penyelesaian bersifat fair melalui kompromi.

Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara :

a) Informal, artinya penyelesaian sengketa, tidak berdasarkan

kelentuan—ketentuan hukum acara.

b) Fleksibel, artinya tidak terikat pada ketentuan hukum yang kaku

penyelesaian sengketa menyampingkan hukum formal

bahkan

yang ada pada dasarnya hanya menentukan siapa yang benar dan

siapa yang salah.
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¢) Memberi kebebasan penuh kepada para pihak untuk mengajukan

proposal yang dikehendaki, namun harus pula bersedia menerima

proposal yang diajukan pihak lain.

5. Hubungan kooperatif.

Penyelesaian melalui mediasi akan memperbaiki dan sekaligus

mempererat hubungan kedua belah pihak. Apabila mereka sepakat

untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, maka sampai

dicapai kata sepakat para pihak yang bersengketa selalu dilandasi atas

hubungan kerja sama.

6. Sama-sama menang (win-win).

Karena penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mediasi yang

didasarkan atas kerja sama para pihak yang bersengketa, mereka sama-

'u
sama menang, tidak ada yang dikalahkan karena kompromi yang

dicapai bertitik tolak dari landasan saling memberi dan saling

menerima.

7. Tidak emosional.

Karena penyelesaian sengketa dilakukan dengan pendekatan kerja

sama yang berlandaskan kekeluargaan, para pihak tidak bersihkeras

untuk mempertahankan kemauannya sendiri>®

Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui mediasi

dengan penyclesaian melalui Pengadilan karena mediator

berbeda

idak mempunyai Wewenang untuk memutuskan sengketa antara para

S

36 1pid., him. 18
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Lain halnya dengan di Jepang, mediasi langsung dipandu Majeli
is

Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Mediasi di Pengadilan J
epang

dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut™.

Sebelum pemeriksaan dimulai hakim memandu mediasi di
ruang

)
tersendiri (bukan ruang sidang) yang mereka sebut dengan “Round table
Conference’”.

2)  Setelah pemeriksaan perkara sampai dengan tahap tanya-jawab selesai,
kembali diadakan mediasi di Round table conference.

3) Apabila dalam mediasi kedua belum di capai kesepakatan, pemeriksaan

dilanjutkan sampai dengan pembuktian. Setelah pembuktian kembali
1

diadakan mediasi di Round table conference.

4) Setelah pemeriksaan selesai biasanya hakim menunda persidangan untuk

mempersiapkan putusan.

Menurut sistem di Jepang mediasi dilakukan dalam empat tahap dan bil
ila

hakim menjatuhkan putusan yang

terjadi kesepakatan perdamaian,

menghukum para pihak untuk mematuhi kesepakatan tersebut.

Sedangkan di Negara Australia mediasi bukan merupakan suatu hal
a

yang wajib (mandatory). Berbeda dengan di Indonesia yang berdasark
an

A NO 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi
, mediasi

PERM

merupakan sesuati yan

g wajib (mandatory). Kalau di Negara Australi
ia
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mediasi hanya bersifat anjuran, yang mana anjuran tersebut dilaksanakan oleh

hakim®.

Sekarang bagaimana pelaksanaan mediasi menurut sistem hukum di

Indonesia. Untuk itu penulis akan menelaah Pasal-pasal yang dijadikan dasar

hukum mediasi tersebut.

Masyarakat Indonesia berada pada persimpangan jalan. Transisi dari

masyarakat ~ agraris (pedesaan) ke masyarakat industri (perkotaan)

menyebabkan terjadinya benturan-benturan nilai. Nilai-nilai tradisional yang
dipegang teguh oleh generasi dulu mulai luntur, sedangkan nilai-nilai baru

(modern) belum sepenuhnya terbentuk dan diterima*.

Pada masa transisi ini, cara penyelesaian sengketa tradisional dengan

bantuan pemuka masyarakat, kepala adan dan agama, atau sesepuh keluarga

cenderung terbatas pada sengketa keluarga, pekawinan, dan warisan. Pada

kelompok masyarakat di mana sistem tradisional ini melembaga dan

membudaya (seperti masyarakat Sumatra barat), peranan figur-figur ini

dianggap tidak efektif lagi, apalagi untuk menyelesaikan sengketa modern®'.

Menurut pasal 130 H.L.R ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut :

« (1) jika sidang telah ditentukan pada harinya, kedua belah pihak di haruskan

hadir, maka Pengadilan setempat dengan ketua majelisnya akan

memperdamaikan mereka”. “ (2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat

dicapai, maka pada waktu persidangan dibuatlah surat (akta) dan kedua belah

39 . iasi dan Court Annexed Mediation, him. 14

Emmy Yuhassarie, Mediasi d¢ e ion, him. 144
40 Suyug Margono, Alternatif Disputé Resolition dan Arbitrase, (Bogor selatan: Ghalia
Indonesia, 2004), him.85.

4 pid., him. 85.
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pihak dihukum menepati perjanjian yang telah di buat dan akta perdamai
amaian itu

berkekuatan hukum sebagaimana putusan biasa”

Pasal tersebut yang menjadi dasar Surat Edaran Mahkamah A RI
gung

No. 2 Tahun 2002, yang poin pertama menyatakan :

“ Agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara de
ngan

sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketent
entuan

pasal 130 H.LR/154 Rbg, dan tidak hanya scbagai formalitas menganjurk
rgan

perdamaian’.

Namun dalam menjalankan  fungsinya dalam mengupayak
an
da tanya?, hal ini disebabkan belum

perdamaian, masih mengundang tan

adanya pengaturan mengenai perdamaian tersebut

Menurut teori ada beberapa definisi mengenai Faa
genai mediasi, tapi
, tapl secara

pakan bentuk dari proses Alternatif Dispute

umum mediasi sebenarnya meru

Resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyebutan alternatif
penyelesaian sengketa ini dikarenakan mediasi merupakan satu alternatif
penyelesaian sengketa disamping Pengadilan yang bersifat tidak memutus,
rikan akses kepada para pihak yang bersengketa

cepat, murah dan membe
penyelesaian yang memu 42

keadilan atau

memperoleh
atar belakang lahirnya PERMA No. 2 Tahun 2003

B

mediasi, juga dibantu 1

yaitu:

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaiaan Sengketa, (Online)
, (Online),

42 ol %
giti Megadianty Adam,
l " 'I7Juli2(]06

Jakarta, pada tanggd
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a. Scbagai salah satu upaya untuk membantu lembaga Pengadilan dal
am

rangka mengurangi beban penumpukan perkara.

Adanya kesadaran akan pentingnya sistem hukum di Indonesia untuk

menyediakan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa

untuk memperoleh rasa keadilan.

c. Proses mediasi sering diasumsikan sebagai proses yang lebih efisien dan

tidak memakan waktu dibandingkan dengan proses di Pengadilan hakim

memegang kekuasaan tertinggi dalam persidangan®.

Sedangkan dalam mediasi, kekuasaan tertinggi ada di para pihak
masing-masing yang bersengketa. Mediator sebagai pihak ketiga yang
dianggap netral hanya membantu atau memfasilitasi jalannya proses mediasi
saja. Hasil dari proses persidangan adalah putusan hakim*. Sedangkan proses
menghasilkan suatu kesepakatan antara para pihak.(mutually

mediasi
Kesepakatan para pihak ini lebih kuat sifatnya

acceptable solution).

putusan pengadilan, karena m

an itu adalah hasil kompromi atau jalan yang

dibandingkan erupakan hasil dari kesepakatan

hak. Artinya kesepakat

para pi
k disepakati demi kepentingan-kepentingan mereka

telah mereka pilih untu

u dalam putusan pengadilan, ada pihak lain yang memutuskan

Sedangkan kala

akim. Dengan kata lain

putusan Pengadilan itu bukan hasil kesepakatan

yaitu h

para pihak.

-

43 1pid., him. |
4 Ibid.
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Timbul pertanyaan, yaitu apakah mediasi merupakan suatu kewajiban
atau tidak. Apabila melihat PERMA No. 2 Tahun 2003, mediasi itu bersifat
wajib (mandatory). Mediasi ini sebenarnya dibentuk untuk memberdayakan
Pasal 130 H.LR dan 154 Rb.g. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa “pada

hari yang ditentukan, jika kedua belah pihak menghadap ke Pengadilan

dengan perantara keduanya maka hakim mencoba mendamaikan,” artinya

ketua majelis wajib mencoba mendamaikan para pihak. Kalau misalnya hakim

atau ketua majelis tidak menawarkan perdamaian maka itu batal demi hukum.

Salah satu bentuk usaha untuk mendamaikan tersebut adalah melalui proses

mediasi. Oleh karena itu dalam PERMA NO. 2 tahun 2003 ini mediasi bersifat

wajib (Mandatory)“s )
Proses mediasi itu awalnya sama seperti orang berperkara biasa,
gat mendaftarkan perkaranya. Kemudian pada hari pertama

dimana penggu
sidang Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dalam
PERMA No 2 Tahun 2003 juga diberikan beberapa pilihan. Artinya mediator
itu tidak harus Hakim®, tapi juga bisa non hakim, dan tidak harus di
Pengadilan, namun bisa juga di luar Pengadilan. Yang paling penting Hakim
pa mencoba mendamaikan mereka melalui mediasi.

dengan sedemikian ru
Alternatifnya, ada para pihak yang tetap tidak mau damai/mediasi karena
sudah terlanjur benci atau ada perasaan negatif dengan institusi pengadilan
asinya dilaksanakan di dalam pengadilan. Oleh sebab itu

jika' proses medi

h melakukan proses mediasi di luar Pengadilan, tapi mereka

mereka bole

_/WA No. 2 Tahun 2003, him. 4.

45 Mahkamah Agung
a6 rpid., him. 5.
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terlcbih :
ih dahulu sudah meregister seperti halnya dalam meregist
gister perkara

biasa. i ;
Kemudian hakim membuka sidang dan menawark
warkan serta

mengupayakan perdamaian atau mediasi.

Sebelum memulai proses persidangan, hakim mengupayak
payakan

perdamaian terlebih dahulu, yaitu den
, gan menawarkan apakah i
para pihak

bersedia untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi atau tidak
u tidak. Para
pihak diberi jangka waktu satu hari untuk memili
ilih mau melaksanak
an proses
mediasi dimana (diluar atau di dalam pengadilan). Kalau misalnya tidak bi
isa
juga atau mereka tidak mengambil keputusan akan hal itu maka haki
1m yang
akan memutuskan dimana proses mediasi akan dilaksanakan. Kal
: au proses

si dilaksanakan di dalam maka para pihak boleh memilih hakim-haki
-hakim

media
yang akan jadi mediatornya.
Mediasi itu sebenarnyd bagian dari alternatif penyelesaian sengk

eta.

ni adalah mediasi yang penulis sebut Court

Tapi yang penulis bicarakan disi
» artinya mediasi di dalam ruang lingkup Pengadil
an.

Connected Mediatio
mediasi adalah pemberdayaan dari Pasal 130 HLR dan 154

Namun karena
Rb.g, maka mediasi menjadi wajib sifatnya. Tapi pengertian mediasi s
ecara
umum memang seperti penulis katakan, yaitu mediasi di dalam PERMA i
1tu

memang sifatnya wajib (mandatory).
oses mediasi tidak terlepas dari peran
séorang

Berjalanannya P
memegang peranan krusial dalam menjaga kelan
caran

mediator. Mediator

Terdapat bany
pat 6 tugas seorang mediator yaitu :

ak teori mengenai tugas seorang mediat
iator.

proses mediasi.

cara umum terda

Namun s€
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1. Mediator harus menjalin hubungan dengan para
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pihak yang bersengketa

agar para pihak tidak menjadi takut untuk mengemukakan pendapatny
a

Mediator juga harus memilih strategi untuk membimbing proses mediasi
iasi

dan mengumpulkan serta menganalisa proses mediasi dan latar belakang

sengketa. Hal ini penting untuk dilakukan agar mediator dalam
mengarahkan mengetahui jalur penyelesaian sengketa ini bagaiamana dan
selanjutnya menyusun rencana-rencana mediasi serta  membangun
kepercayaan dan kerjasama. Bentuk mediasi dapat berupa sidang-sidang

mediasi.
Mediator harus mampu untuk merumuskan masalah dan menyusun

kadang-kadang yang kelihata

ya kalau dalam persengketaan itu ada

agenda, karend n dari luar itu sebenarnya
besarnya $3ja- Sebenarn

yang besar-
alam teori Alternatif Dispute Resolution (ADR)

kepentingan lain yang d
disebut interest pase / apa yané benar-benar para pihak mau. Interest base

kadang tidak terun
mengungkapkan kepentin

g beritikad tidak baik, dan hal itu tidak

gkap di luar proses ADR

itu kadang-
gan tersembunyi dari para

Mediator juga harus
pihak. terkadang ada para pihak yan

boleh
penyelesaian sengketa, pintar

Mediator juga harus membangkitkan pilihan

analisa pilihan-pilihan tersebut untuk diberikan

dan akhirnya sampai pada proses tawar menawar akhir

aian secara formal berupa kesepakatan antara




T
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para pihak. Sebaiknya yang hadir dalam proses mediasi adalah pihak
pihak-

pihak yang mengambil keputusan  agar jangan sampai terjad
erjadi

kctimpangan‘”.

Di atas disebutkan bahwa mediator harus mampu untuk menggal
ggali

masalah, termasuk masalah yang tidak terungkap. Tahap ini kurang lebih
€01

merupakan tahap pcmbuktian apabila di sidang pengadilan. Untuk
. n
memperoleh data-data yang belum terungkap, maka keahlian dari
ari si

mediator sangat diperlukan. Jadi si mediator harus mencoba untuk

menggali kepentingan-kepentingan dan mencoba supaya para pihak bisa

an menyusun solusinya. Mediator harus berhati-hati

an

juga, karen
science), jadi si mediator berhati-hati dalam mengemukakan atau menggali
a ja tidak berhati-hati bisa-bisa

yang ada. Jik

kepentingan-kepentingan

mediator itu akhirmya dibilang tidak netral.

E. Ciri-Ciri Pokok Dan Model Mediasi
etode alternatif untuk mencegah dan menyelesaikan

Pencarian ™M
en dalam masyarakat. Para ahli (non hukum)

sesuatu yang urg

sengketa adalah
rgi dan inovasi untu

k mengkreasikan berbagai

banyak mengeluarkan €
ispute resolution). Berbagai model

bentuk penyelesaian sengketa (4
rmal maupun informal, dapat dijadikan acuan

penyelesain sengketa, paik fo
yang mungkin timbul.

awab sengketd

untuk menj

e

T~

ak tanggal 28 Juli 2006.

g

#7 awancara dengan Amser SlmanJunt

..—,._ —-«

e
e ety
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a. Ciri-ciri pokok mediasi.
1. Mecdiator mengontrol proses negosiasi
') » .l M
2. Mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasi
si

keputusan itu, dan tidak merasa

3. Para pihak tidak merasa memilki

masalahnya disclesaikan dengan cara yang diinginkannya Mediasi ini
. 1101

win solution sehingga tidak ada Banding dalam prose
S

semestinya win-

mediasi“.

b. Model mediasi ada 4 macam yaitu :

1. Model penyelesaian

adalah orang

gketakan tetapi tid

Vediator yang ahli dalam bidang yang
ak memilki keahlian tehknik

didiskusikan/dipersen

mediasi.
2. Model fasilitasi
Yang diutamakan adalah tehknik mediasi tanpa harus ahli pada bidang
yang sedang disengketakan-
3. Model TheraputiC
a sengketa dan juga para pihak

diharapkan adalah selesainy

Yang
benar-benar menjadi baik.
4. Model Evaluative
Court 4 anex d lebih terfokus ke evaluatif nodel. Para pihak datang
mediator akan memberikan pemahaman bahwa

apabila perselisiharl erus berlan gsung maka siapa yang akan menang

Court Annexed Mediation, him. 49

¢ Emmy Yuhassarie, Mediasi dan
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dan siapa yang akan kalah., model ini lebih terfokus kepada hak dan

kewajiban‘w.
Maria SW Sumardjono dalam makalahnya yang berjudul, Relevansi

ra di pengadilan pada umumnya dirasakan

dan Prospek Mediasi, Berperka

an waktu, tidak sederhana, dan tidak murah biayanya.

sebagai proses yang mak
kendala yang bersifat organisatoris dan

g diperparah dengan
a campur tangan piha

yang menyimpang dari arti

Hal itu serin
k-pihak di luar lembaga

non-yuridis berup

k keluarnya keputusan

kendala

yudikatif dengan dampa

hakiki keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan®.
Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa di

ilihan terakhir. Dalam pasal 14 Undang-undang No

pengadilan merupakan P

tang ketentu
hakim harus mengadili perkara yang diajukan,

menyelesaikan perkara perdata secara

an-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman,

14 Tahun 1970 ten

disebutkan bahwa walaupunl
kemungki"a‘rl

namun tidak tertutup

rnatif penyelesaian sengketa menawarkan cara

pagai suatu proses negosiasi, mediasi

yang pertindak selaku fasilitator, untuk

ang bcrsengkcta mencapai kesepakatan yang diterima

membantu pard pihak ¥2
ah ak rend prosesnyd relatif sederhana maka waktunya
oleh kedua pelah P!
. at ditek
singkat dan biayany?
Mediasi (Online), Yogyakarta: hari
9 1pid., him. 50 djono Relewm.s:d nProvPek e gyakarta: hari rabu
50 . y
Maria SW SO70, islam, him. 29.
tanggal 12 juli 006) ghtuatlisast ukum I
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LATAR BELAKANG DIKELUARKAN PERMA NO. 2 TAHUN 2003 1
1
l

1 DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

DAN PROSEDUR MEDAS
RMA No. 2 Tahun 2

Semua pencari keadilan tentu sangat mendamb

A. Latar Belakang PE 003

a ringan. Hal ini sudah diatur dalam

ederhana dan biay

akan pemeriksaan l
[ 4

_ |

70, cepat artinya sang J

perkara yang cepat, S
No. 14 Tahun 19

memutuskan perkara

at relatif, tetapi bukan ‘
|

Undang-undang

berarti terburu-burt dalam
Pengadilan sangat

i menyelesaikan sengketa perdata di

Akan tetap!
si kekecewaan antara lain

n biaya. Akumula

menyita waktu, tenaga 92
i “lapor kambing, hilang sapi” untuk

lkan berbagal si
yang harus dikeluarkan

menghasi

menggambarkan bagai
rperkara tersebut
assarie dalam bukunya,

pihak yang be

ip oleh EmmY Yuh

Mariana Sutadi
menjelaskan bahwa pengaturan

eradilan yang cepat, |
|

Mediasi dan
0 mengenai proses P

Undang-undang No-
ingan tidak sesuai dengan teorinya, namun

an piaya |
yaitu ada banding, kasasi bahkan |

singkat d
ya panjanb’

dalam praktekny? Pfos‘:dum
|

ah relatif, dan pengertian dari kata
f

sederhana,

peninjauan kembali53 .
;an @ adal

akan tetapi diartikan bahwa semua

mendengar kedua belah pihak
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RKAN PERMA NO. 2 TAHUN 2003

LATAR BELAKANG DIKELUA

I DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

DAN PROSEDUR MEDAS
RMA No. 2 Tahun 2

Semua pencari keadilan tentu sangat mendam

003

A. Latar Belakang PE
bakan pemeriksaan

ederhana dan biaya ringan. Hal ini sudah diatur dalam

perkara yang cepat, S
No. 14 Tahun 19

memutuskan perkara

70, cepat artinya sangat relatif, tetapi bukan

Undang-undang

berarti terburu-burt dalam

menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan sangat

Akan tetapi
n biaya. Akumula

si kekecewaan antara lain

menyita waktu, {enaga da
i “lapor kambing, hilang sapi” untuk

indiran, sepert!

ilkan berba;,al S
yang harus dikeluarkan

menghas

p oleh EmmY Yuhassarie dalam bukunya,

yanb di kut i
Mediatio™ menjelaskan bahwa pengaturan

eradilan yang cepat,

Mediasi dan
mengenai proses P

Undang-undang No. 14 Tahun 1970
ringan tidak sesu
;, yaitu ada banding, kasasi bahkan

ai dengan teorinya, namun

sederhana,

dalam praktekny?d

embali”o
ah relatif, dan pengertian dari kata

Pengertial dari bi2Y*
waktunyav

cepat bukanlah padd tenggané
.y den ngan mendengar cedua belah pihak,

us ditem
gkat, (Online), (Bandung: 2004), diakses pada

- Sin,
R atd .Secal‘a .
en n P
6 y ¢

peninjauan k
ringan adal

akan tetapi diartikan bahwa semua
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janganlah dipersulit tetapi juga jangan sampai masalahn
ya

sederhana artinya

d. y 1
ianggap sebagal masalah yang sangat sederhana“.

ndang No. 14 Tahun 1970 ada pengaturan mengenai
1

Dalam Undang-u

pat, sederhana, singkat dan biaya ringan, namun dalam

yaitu ada panding, kasasi b

annya sudah benar namun pihak

proses peradilan c¢
ahkan peninjauan

prosedurnya panjang

knya kalah dan putus

prakteknya

Kembali, walaupun piha
at resah Mahkamah

Keadaan ini membu

gulur-ulur waktu.

tertentu ingin men
g masuk dan pada akhirnya

yak perkara yan

na sebenarnyd ban
ai Pengadilan Negara Tertinggi dari

Agung, kare

n menuju ke Mahkamah Agung scbag

aka
an Pengadilan.
hwa adanya P ahwa

yang tertund

(empat) lingkung
ndapat yang mengatakan b

Telah diketahui ba
a dan keadilian yang

(keadllan

| Mahkamah Agung

Justice delay Jjustice deny
perkara di

yataan bah¥? tunggakal

diingkari). [nilah ke
saat ini sudab diatas 16.000 perkara dan

berjumlah sekl

perdata5 3,

dalah perkara
k meniadakan penum

ar alat untu

80% perkara tersebut 2
pukan perkara.

Mediasi ini tid seked
Tetapi yang tel’Pentmg adalah bagmmana menyedlakan berbagai alat bagi
masyarakat untuk me enyelestik sengketany® anpa harus berperkara di
mahal.
Pengadilan yang perlan angsung Jama 42"
Dalam b gum P° tif stilah pen yelesalan sengketa diluar penga dilan
alam hu
Undang-u ndang hukum perdata (KUHPerdata) yang
banyak kita jumpai dala
. 150 tahur artiny@ sej an dahulu sudah dikenal
5 Ibid., him. 4

5S Ibid.




perjanjian penyelesaian sengketa untuk mengakhiri su
sedang berjalan diakhiri dengan

ah ada ataupun yang

|
|
atu sengketa, baik ls :
sengketa yang sud I |
|
|

perdamaian.
8 K UHPerdata bahwa “ Segala perdamaian

Berdasakan pasal 185
diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat
aian itu dibantah dengan alasan kekhilafan

penghabisan. Tidak dapat perdam
alasan bahwa sal

menjelaskan bahwa

ah satu pihak dirugikan®®. ‘

mengenai hukum atau dengan
pasal 1858 KUHP perdamaian itu |

n hukum

erdata diatas

mempunyai kekuat? seperti  putusan hakim dalam tingkat |

ihak seperti putusan hakim yang berkekuatan ii

gikat para P
n Bagaimana kalau salah satu pihak

penghabisan. Men
] pertanyaa .

p tetapi muncu
ukarela? apabila salah satu ‘ |

hukum tetap,

u melaksanakan
sebagai fasilitator menyerahkan

tidak ma

pihak tidak mat berdamai ma

alui gugatan ke pengadilan

ngketd mel
amaian para pihak

encoba mendamaikan, kadang-kadang

alam Pasal tersebut diartikan
Ly

menurut pasal 130 H.L.R.

oleh Hakim. Kemu
imperatif atau tidak, |

timbul anggapal bahW
n. Apabila p
u tidak di

erundang—undangan secara

bahwa hal it
pcraturan p
H

sehingg2 penulis

keseluruhan.
erdatd, (Jakarta: Pradnya

gH kuml’

56 Subekti dan Tjitro “‘3)0 pN Pu urwokerto Tanggal 28 Agustus 2006

!’aramna 1990), him- 3F m
7 wawancara d gan
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Dalam Pasal 131 (1) H.LR diatur bahwa jika kedua belah pihak d
atang

k ; . .
akan tetapi mereka tidak dapat didamaikan, hal ini harus disebut dalam
proses

verbal persidangan, maka surat yang dimaksudkan oleh mereka dibacak
an.

Upaya mendamaikan harus tercantum dalam berita acara kalau tidak ad
, a
eriksaan itu batal demi hukum. Upaya

dalam berita acara, maka pem

untut pasal 130 H.LR adalah imperatiffharus dilakukan

mendamaikan itu men

oleh para hakim pada awal pe:rsidamgan5 8,
nkan kewajibannya tidak dilaksanakan oleh para

Namun dalam menjala
] didalam sidang Pengadilan. Usaha perdamaian yang

Hakim secara optima
elama ini (tidak semua) hanya sepintas lalu

dilaksanakan oleh pard hakim S
saja, terkesan sekedar untuk memenuhi formalitas sebagaimana tersebut di

ndang-undanga"-
jatas adalah seba

n 2003 tentang prosedur mediasi di

dalam peraturanl peru
pa pengertian d b kenapa Mahkamah Agung

A No. 2 Taht

Bebera

mengeluarkan PERM

pelaksanaal
cara tidak lan

elesaian sengketa yan

perdamaian diantara para pihak bisa menjadi

Pengadilan. Agar
gsung dapat membantu Mahkamah

sehingg? s€

Agung dan jugd menghasilka” peny
i Di Pengadilan Negeri Pu

lebih optimal,
g win-win solution.

rwokerto

B. Tahapan Medias

Pra Mediasi
h di jelaskan di dalam Pasal 3

a. Tahap
mediasi suda

kan bahwa

Pra

3 menyebut “ Pada hari Sldang pertama

Adapun tahapa?

PERMA No- 2 tahun 200

diation, him. 10-11

wun Cour! Annexed Me

*® Emmy y uhassarte
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a ) . .« . . .
yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, hakim mewajibkan
para .

empuh mediasi™-

pihak agar lebih dahulu men
dalam jangka waktu 1 hari kerja J

| menjelaskan bahwa,

Pasal 4 ayat
setelah sidang pertama, para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib berunding
. . . ‘
i daftar mediator yang dimiliki Pengadilan atau

guna memilih mediator dar
dilan®-

mediator diluar Penga
ar Pengadilan, maka itu

milih perdamaian dilu
3

para pihak me€
an hari sidang berikutnya yaitu

gsung menentuk

Ketua majelis lan
hari para pihak harus hadir kembali.

hak mereka.
30 hari kemudian. Kemudian setelah 30

para pihak

ar atau di da

pada sidang pertama bingung akan

Seandainya
lam Pengadilan, sementara waktu

u tidak bisa menentukan, Ketua Majelis

mereka harus menggunakan

menetukann
ada pard pib

bahwa

mengatakan kep
pnya adalah

rdaftar

akan

mediator yané te
yang ™

persetujuan para pihak. Hakim a
im harus menunjuk daftar nama- 1
|

ator dalam
an. Kalau masih kebingungan untuk

menjadi med
a ketua Majelis akan

dalam

mak

ediator yan
engadilan,

nama m
menentukan mediator di
6l
an’ -

menentukan denganl pcnetap
i

P
: I,\:?;ki’]"a'; et . PN Purwokeri©: tanggal 28 juli 2006.
id., him 2- '
6! wawancara dengan Amser

|
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b. Tahap Mediasi

Di dalam Pasal 8 PERMA No. 2 Tahun 2003, menyebutkan bahwa

a tujuh hari kerja sete

kan fotokopi dokumen yang membuat

dalam waktu paling lam lah pemilihan atau penunjukan

mediator, para pihak wajib menyerah
t-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait

duduk perkara, fotokopi surd

a mediator dan para

dengan sengketa kepad
jib menentukan jadwal pertemuan dalam

Dalam hal ini mediator wa
k dapat didampingi oleh kuasa

dan pard piha

proses mediasi,
ketidaksepakatan,

penyelesaian
ya kesepakatan atau

hukumnya, dengan hasil akhir tercapain

maka proscs mediasi perlangsuné

paling |ama dua puluh dua hari kerja sejak

pemilihan atau
n Negeri Purwo

. Pelaksanaan Medias!
ian mMe i ke dalam proses beracara di pengadilan dapat
mungkinan penumpukan

Pengintegras
if mengataSl ke

alah satu proses lebih cepat dan

menjadi salah satu instry
yang bersengketa

perkara di
murah, serta dapat
untuk leh keadilan atav penyelesaian yang memuaskan atas sengketa
ntuk memperol€
yang dihadapi“. -
. mediasi ke dalam sistem
Oleh karen? ity
memakslmalkan fungsi lembaga Pengadilan

Lmping proses pengadilan yang bersifat

memutus (ajudikaliﬂ-

‘: Mahkamah Agung
3 1bid,, him. |
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ediasi di Pengadilan Negeri Purwokerto jelas banyak

Dengan adanya m

g berperkara, diantaranya proses tidak

sekali manfaat bagi pard pihak yan
berbelit-belit, tidak mengeluarkan biaya yang banyak serta waktunya cukup
singkat, kemudian para pihak tidak ada merasa di rugikan, disamping itu
-1an Negeri purwokerto dalam bentuk mediasi

ara di Pengadil

gadilan yang ¢
aian perkara tidak h

penyelesaian perk
kup baik bila terjadi perdamaian.

merupakan suatt fungsi Peng
arus melalui putusan

Karena memang diharapkan menyeles

Pengadilan.
dur mediasi sama halnya dengan berperkara di
i daftarkan kepada panitera

pada dasarny? prose
ah gugatal di

. sanya- Setel

an seperti bias
gugatannya

Pengadil
pamtera memberikan

Pengadilan Negeri
njukan majelis Hakim

badllan dan

ga adilan menun

kan hari sidangnya, kemudian

kepada ketua Peng
hakim menetap

Jan majelis
Jalui jurusita, setelah

dalam persidangan:
g be rperkarad me

majelis hakim meman
m persidangan, maka majelis

yang be
ahun 2003. Dimana

kedua belah pihak
pERMA No.2T

hakim memberitahuka“

suatu perkara yang di ad

ses mediasl -
dlbentahuk

mediator yang di dalam Pengadilan

mediator yang
tanggal 28 Juli 2006.

Sapak AmSe’ Simanjun
an

64
Wawancarad deng

tak hakim PN Purwokmo,

g
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kerto. Namun persyaratan mediator yang diluar Pengadilan ;
k }\ ‘V

empunyai sertifikat mediator tanpa itu tidak bisa
1 t\ "

Negeri Purwo

Negeri Purwokerto harus m

. s
menjadi seorang mediator” -

pasal 3 PERM

A No. 2 Tahun 2003, menyebutkan bahwa ©

Di dalam
etelah pemilihan atau penunjukan :

dalam waktu paling Jama tu ujuh hari kerja s

mediator, para pihak wajib menyer

ahkan fotokopi dokumen yang membuat

dan hal-hal yang terkait e

an jadwal pertemuan dalam

plhak dapat dndampmgi oleh kuasa 1

katan atau ketidaksepakatan,

huk |
umnya, deng a hari kerja sejak iy
crlangsu” 1

maka proses mediasi P

pemilihan atau pen
Pc:mberdalyaz‘»n p .
. adilan tingkat P¢

lin kungan
efektif sekali di hng ihak turu
yang dianjurkan

garend 5°
gan perdamalan

enurut pasal 130 H.LR yang mana

66
ngusahakan perdamaiant -

diasi yang mulai di optimalkan sejak \‘
thak maupun pada ]

mser

ngkl,/’E
an A

65 Mahkamah A8Y
66 \\awancara en

b
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o. Hal tersebut selalu berpulang kepada syar’i

p radi
engadilan Negeri purwokert

yaitu al-Qur’an.
Yang Berhasil Melalui Jalan Mediasi
adalah sebuah |

\ i

D. Contoh Kasus
-1an Negeri purwokerto

Keberhasilan mcdiasi di Pengadll
perdamaian dalam pentuk mediasi, dalam hal ini penulis
. i

ikan para pihak 3

bukti nyata efektifnya
g perhasil mendama

ntoh kasus yan
. :)‘1‘

ikan sebuah €0
si sebagal berikut :

akan member
edia

yang berperkara melalui jalan M
Nomor : 09/Pdt.Med/2006/PN No. 18/Pdt: G/2006/PNPwE-
Hal Gugatan Ingkar 121 ( ANPRESTASD
Pada harl ini : AMIS: tangedl * 2 Juni 2006, dalam persidangan ;];‘
terbuka untuk ymum P ngadilan Negeri purwokerto: yang memeriksa dan I”
memutuskan perkara perdata dal peradilan Tingkat Pertama, telah ‘H
dilangsungkan di gedund P ngadilan Neger! purwokerto antara \l
Umur 3 5T Jhun, ama [slam: Pekerjaan Dagang, Bertempat tingal di ‘ ‘
Jalan Pinus 3 Nomor * 30, Rt 2 RW- 7, ahan Tanuné Elok, Kelurahan | :
Tanjung, Kecamata’ purwoke™? jatan K upafet Banyu® : 5
Selanjutny? disebut p/enggggﬂ |
Dalam hal 1! mcmbﬁrl kuas? kepad® ‘ t
1. DJOKO SUSANTO, sH ‘
2 WALUYO,SH. \
3. DWI pRASETYY" sH |
adilan Negeri . purwokerto; Hal inkar janji ’5
|

/ a,‘an [’ (!ng
putusd” Psﬁ/wurWOkertO, 2006)-
no

% PN purwokert®
(Wanprestasi): purwok®
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Kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum beralamatkan di jal
i jalan

Sidancg
idancgara No. 45 purwokerto. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
ggal 16

Mei 2006 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan N
egeri

Purwokerto  pada tanggal 17 Mei 2006, dibawah Nomo
r

43/S.K.KH/2006/PN.Pwt

Melawan

RIZQI DWI ASTUTI

5 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal

Umur 2

Rt. 04/Rwl, kecamatan Baturaden, Kabupaten

di Desa Karangmangu,

Banyumas :
disebut sebagai : Tergugat/Pihak Kedua

Selanjutnya dalam gugatan ini

SUWARSONO

Bertempat tinggal di
anjutnya dalam gugat

Desa K arangmangu, Kecamatan Baturaden

an ini disebut sebagai : Turut

Kabupaten Banyumas: sel

Tergugat/Pihak Kedua.

ah memperhatika

li kuasanya hadi
pihak yang berperkara tersebut agar telebih

o sidang pertama tanggal 06 Juni 2006, dimana

Setel
r menghadap sendiri, bahwa Majelis

pihak Penggugal diwaki

kan kepada P2

Hakim menerang
ilih mediator dari daftar mediator

ri Klas IB Purwokerto.

kok permasalahan tersebut adalah hutang piutang

ji dalam membayar hutangnya kepada

al 1ngkar Jan

ak terggvé
00,- (dua puluh e

.26.000-0

karena pih
nam juta)

penggugat SebeSa—r

PCR R
- aTmm T

e —— s

i
|

|
i
. i )
1
pn
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Menimbang, bahwa t
. ernyata pada sidang
pertama tersebut, k
, kedua

belah pi
pihak telah sepakat unuk memilih seorang mediator, dalam h
, dalam hal ini

1

Negeri Purwokerto- Dengan memperhatikan pasal 130 H.LR, d
. LK, dan

Pengadilan
RI No. 2 tahun 2003. serta menetapkan

Peraturan Mahkamah Agung
MAN PANGABEAN,
a Nomor. 18/PDT.G/ 2006 /PN.PWT®

Sdr. .
r. FIR S.H. Secbagai Mediator guna

ara pihak dalam perkar
penetapan dari Pengadilan

sedur yang ada di PERMA No.2

membantu p
Negeri Purwokerto

Setelah menerima
proses mediasi dilaksanakan dengan pro
, yakni mediator mendengarkan pokok permasalahan dari kedua
n kaukus (yakni mem

ara tanpa dihadiri pihak yang lain), lalu

serta diadaka pertemukan antara mediator

‘hak yang berperk

dengan salah satu pih
gat, namun mereka

ra penggugat dengan tergu

pertemukan anta

mediator mem
g artinya tidak mau berdamai, lalu

reka masmg-masm

a pendapat mer’
ntuk menasihatkan tergugat agar membayar

tetap pad
] alternatif U

mediator mengamb
pada saat itu tergugat bersedia

[unaskanny: akan tetapi perjanjlan tersebut sebagai jaminannya

emaksa agar di bayar

untuk meé
etelah itu penggugat m

adalah sebuah sertiﬁkat tanah. S
:adilah kerjas

jalu tet)
qt tanah tersebut ke salah satu Bank yang ada di

ama antara kedua belah pihak untuk

seketika itu juga,

menjaminkan sertifik

69
purwokerto -

kim Kepada Firman Pangabean Sebagai Mediat
iator,

cnetapan nggf)’is Haki
okerto, 209°” im PN Purwok
gengan Firma" angabed” hakim PN Purwokert. tanggal 28 Agustus 2006.

o8 pN purwokerto: P
r

( purwokerto:
69 yawancard
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Sclanjutnya Para pihak menerangkan di persidangan bahwa merek
ereka
rkara gugatan No : 18 /Pdt.G /

bersedia untuk mengakhiri persengketaan pe

2006 / PN.Pwt, dengan jalan damai dan untuk perdamaiaan ini, merek
’ a

menyatakan sepakat dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat
syarat perdamaian yang termuat dalam akta perdamaian yang telah dibuat dan
a kedua belah pihak pada tanggal 20 Juni 2006

disepakati bersama antar
ya Para pihak Penggugatl maupun  Tergugat, telah

ri sengketa secara dam

pada tanggal 17 Mei 2006, perihal

Selanjutn
ai pada perkara perdata

menyelesaikan dan mengakhi
an oleh Penggugat
RESTASI), yang diterima dan terdaftar di

dengan ketentuan-ketentuan dan

gugatan yang diajuk

kepaniteraan pengadilan

syarat perdam
kat mengakhiri perkara perdata

syarat-
pl]’lak kedua sepa

pertama dan
ri purwokerto dibawah Register Nomor :

gadilan Nege

g terdaftar di Pen
utusan Perdamaian dari majelis

06 / PN- P

yan
wt, dengan dasar P

18 /Pdt.G/ 20

hakim.
embayar uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh
an hutang sebagaimana tercantum

al 16 april 2006 kep
perdamalan ini kedua belah pihak

rupiah) seba
ada pihak pertama.
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ak’ i i

Sclanjutnya Para pih

g
. t.G /

2006 / g j
PN.Pwt, dengan Jalan damai dan untuk perdamaiaan ini
ini, mereka

dengan mendasarkan k
etentuan-ketentu
an dan syar
at-

menyatakan sepakat
amaian yang {ermuat dalam akta i

perdamaian yang telah di

dibuat dan

syarat perd
ra kedua belah pihak pada tang

disepakati bersama anta gal 20J
uni 2006.

a Para Pihak maupun Tergugat, telah

Penggugat

Selanjutny
| sengketa secara damai pada perkara perdat
a

an dan mengakhir

menyelesaik
an oleh Penggugat P

ada tanggal 17 Mei 2006, perihal

gugatan yang diajuk
r Janji (WANP

Negei purwokerto,

RESTASI), yang diterima dan terdaftar di
1

Gugatan Ingka
dengan ketentuan-ketentuan dan

an pengadilan
jan sebagai ber
pihak kedua sepak
ri purwokerto dibawah Register Nomor :

kepanitera
ikut:

syarat perdamd
at mengakhiri perkara perdata

syarat-
: pertama dan
3 gadilan Nege

_dengan dasar putusan Perdamaian dari majeli
is

hakim.
r uang sebesar Rp- 26.000.000,- (dua puluh

ran hutang sebagaimana tercantum

ada pihak pertama.

al 16 april 2006 kep
perdamaian ini kedua belah pihak

A
e LA g
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BAB 1V

nalisis Kedudukan dan Fungsi Mediasi Sebagai Alternatif Penyeleg“"-"
aian

Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto

A. Mediasi dan Mediator
Berbagai upayd yang dilakukan pard penegak hukum untuk
ukan perkara yang bersifat sengketa perdata. Salah satunya

mengurangi tump
2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di

adalah penerbitan PERMA No-

Pengadilan.
iharapkan perkara perdata di

ERMA tersebut, di

penerbitan PE
Jarut-larut, tidak memakan biaya

Dengan
okerto tidak ber

n Negeri Purw

Pengadila
banyak, serta dapat memperoleh keadilan atad penyelesaian yang memuaskan
atas perkara yang dihadapi |
pemberdayaan pasal 130 H.LR dan 154 Rb-8, dalam bentuk mediasi
ikan perkara perdata dan untuk

ternatil’ untuk menyelesal

n fungs! dari perdamala
i -pinjaudn
banding, kasas! maupun peniny

alam penyelesaian perkara -
|

Serta untuk membatasi perkara

adalah scbuah al
n itu,

jan marak di kalangan
|

mengoptimalka
kembali yane ki

masyarakat.
altcmatif' sangat efektif d

keberadaannya sangat

Mediasi sebagal
Nc&erl purwokerto,

‘hak ataupun Pengadilan itu sendiri,

ktu banyak serta tidak

sehingga perkard tida
perlu mengeluarkaﬂ
i meneg,akkan Leadilan bagi masyarakat,

an sebab

an PengaCllI

idamk
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59 A

n dan fungsi mediasi di Pengadilan Negeri Purwokert
erto

sedangkan keduduka
yelesaikan perkara perdata yang sifatnya

adalah sebagai alternatif dalam men
adanya mediasi semua perkara perdata yan
g

wajib (mandatory)- Dengan

ini tidak ada upaya hukum apapun, banding Kasasi
] 1,

berhasil melalui prosedur

kembali"’.

ataupun peninjauan
amaian bagi para pihak

k mengupayakan perd

Meski kewajiban untu
um Islam maupun hukum positif.

baik dalam huk

ini sebagai suatu kewajiban individu

tetapi para plhaklah yang menentukan

bagi sebuah mstltu51
a mau berdamal

mendam

atau tidak sedangkan mediator tidak

apakah merek
a hanya sebagai

mempunyai keputusan untu

aikan, keberadaanny

fasilitator saja’ -
wajiban mendamaikan, merupakan dorongan

Secara fi
kan para pihak dalam posisi menang

moral bagi hakim untuk tidak
ang dlhasﬂ

menempat

an dari upaya damai sedikitnya memberi

sehingg? kedua belah pihak pulih dalam

tanggal 28 Agustus 2006.

okerto,
tanggal 28 Juli 2006.

T
S

70
, wawancar ara
lWawancarad g
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- e
o W) ek b LA ot il ]
| &3 o) Cuss 1 5elo U 18] e gell s 0Lyl O
',jw'li » f:-:“,.-/..f"é‘ 3 2 PR R L B A >
(sh 1o B s b 0P M et ) ‘d‘s’&&)“};ﬁu}gﬁ
2 4 2 2 G773 % g
T ) Tafeedly JUL

Jau add dua golongan dari mereka yang beriman it
hendaklah kamu damaikan antard keduanya! tapi kalau
Junggar perjanjion rerhadap yang lain, hendaklah yanu
melanggar perjanjian itu u perangi sampai surut kembali padi
perintah Allah. kala¥ i Telah surdb lamaikanlah antara keduanya
dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya

wu adil. (0S. Al-Hujurat: 9)

orang yang herla
gambaran tekstual pentingnya dari

« Dan ka

as adalah sebuah

Dari ayat di at
diambil contoh p

hal ini dapat

ada suatu pernikahan yang

sebuah perdamaian,
Pembinaan dan Pelestarian

menerapkan Jembaga BP4

Perkawinan.
maian di atas mengandung  arti bahwa

Dari pengertian
dengan mediasi, yakni setiap ada perselisihan di

a halny2 jugd
a kil‘imlah

perdamaian sam
o ) seorang juru pendamai untuk membantu
antara istri/suam,

. ihan tersebuts hal ini di pertegas lagi dengan
ang prosedur mediasi di Pengadilan

juga dengan mediator. Mediator disini

ndamai sam?
. i keadilan mediator sangat

aian. Apabila salah satu pihak ingkar

haruslah
. a pel‘dam
r harus mempertemukan dengan

maka mediato

i‘
!
|



bt
L e

61

| salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak Jain. (dalam PERMA No. 2 Tah

j . un

3 2003)) di sebut dengan Kaukus”. W:
B

as, sangat penting adanya itikad dari Hakim untuk

Dengan uraian di at

a optimal terhada
m. Jika hal ini berhasil / dilaksanakan maka

p kehakiman justisiabelen, terutama

| mendamaikan secar
kan lembaga haka
mberikan dorong
ya dengan jalan damai”.

PERMA NO. 2 Tahun 2003 :

untuk menerap
an kepada para pihak untuk secara

secara psikologis akan me
persengketﬂi"“n
dikeluarkann)’a
Tingkat Pertama, M

nyata mengusahakan

Oleh karend dengan
aka setiap perkara

: di pengadilan

osedur medias!

tentang pr
uk mengadakan mediasi™.

gadilan wajib bagi hakim unt
rperkara biasa, 18
R

awalnyd sama seperti orang be

perdata masuk di Pen

udian pada hari pertama
[

dimana pengg
jasi. Dalam

iibkan pard
rapa pilihan. Artinya

diberikan bebe

sidang hakim mewaJ
2003 ini jug?
a non hakim, dan tidak harus di

PERMA NO. 2 tahun

gan persyaratan harus

mediator itu tid
dengan

Negeri purwokerto dinilai prospektif

ka dlbandingkan dengan proses

/ 2 h]m‘ 3'

5. 2 TOP [slam, bim: 41

;i Mahkmah AgY ung, P Eg%/‘ NAkmaliSas:‘ ail;z:,,\mPN purwokerto tangs l‘;:JAlgustus 2006
bar

DEPAG Rl M, irme? Pa"f;?,ent e akimPN P o, tangel 28 1112006 |

dengan mseT sim |

74
’ Wawancara
Wawancara
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pemeriksaan 1 Pe i

di Pengadilan ada beberapa kelebihan yang akan didapatk

pihak ang berpe 11 e

yang berperkara jika menyelesaikan pekara melalui mediasi yai

- | yaitu :
roses penyelesaian relatif lebih gederhana dan singkat

ara lebih terjaga

2.
Tingkat kerahasiaan pard pihak yan& berperk

yang pesengketd tetap dapat dlja;:,a

3.
[ lubungan baik pard pihak
qan di Pengadllan, guasana yang terbangun anta
ra

Di dalam pcmcriksd
cenderungé k

mq/}'omauf Jimana para pihak akan

Penggugat dan Terguggal

berusaha scmaksimal mungkiﬂ untuk saling menjatuhkan dengan

membuktikan kesalahan pihak jawan d! depan majelis hakim. Beda halnya
demikian, kedua belah pihak

gun tidaklah

g terbaik tanp

iqgi suasan
a harus saling

dengan media
solusi yan

mencari
an pihak lawa

akan termotivasi untu
n. Demi untuk

menjatuhkan

prinsip win-
yarat mutlak dari mediasi adalah

. kedua pelah pihak yang bersengketa

mcnbulamakan

Akan tetapl P erlu
d baik dan
terhadap kelebihan

adanya itika
disarﬂpi“g

lain
s, faktor p ,hormatan para pihak terhadap proses
kan faktor utama efektifnya

ersebut
ihak merupa

Dengan kat2

sebagaimana t

o, tan nggal 28 Juli 2006

Purwok erto
tp, 2004) (diakses

haki™ P
(Online) (Ba ndung

\—// lﬂ.t.lk
tkat

76\ awancard en
M‘gnyel'e
- 2006)-

77 ywirawan,
pada tangga Jull
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B. . .
Definisi Tahkim (Mediator)
ahasa Arab ialah menyerahkan putusan ‘

Tahkim dalam pengertian b

pada 0T i itu. Di dalam rt
seseorang dan menerima pulusan itu. U1 alam penge jan istilah, ialah
s 1 .
mereka untuk

tahkimkan kepada seseorang di antara

dua i en
orang atau lebih m
» atas sengketa mereka itu

eta dan diterapkan hukum syard
peradilan.

disclesaikan sengk
dah daripada kedudukan

alah lebih ren
gugat yang tidak dapat dilakukan oleh

suf tidak membolehkan kita

Maka kedudukan tahkim ad
emeriksa saling

Karena hakim berhak m
m. l.antaran itu Abu Yu

seorang muhakka
jpada hukum yang

esuatu syarat
orang-orang yang menerima

a bcﬂaku bag!

arus perlaku walau

mengadakan S

diberikan oleh muhakkam
pun tidak diterima

putusannya, sedangk

persangkuta”
{ masa jahiliyah.

h orang Arab di

oleh orang yang
ini telah dikenal ole
terjadi sesuatu sengketa,

Bentuk tahkim
Apabila

rus dideng? pendapatnya

am. Keban

siapa Yang

yakan sengketa yang terjadi di

Hakamlah yang b2

pada
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D. Kedudukan Dan Fungsi

Mediasi Di Pengadilan Negeri Purwokerto

Berbagai upaya dilakukan para penegak hukum untuk mengurangi

tumpukan perkara yang bersifat sengketa perdata. Salah satunya adalah

A NO. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di

penerbitan PERM

pengadilang‘.
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memerlukan pemikiran tentang adanya alternatif dala

perdata..

rbitkannya PERMA No. 2 Tahun 2003, proses perkara

Dengan di te
perdata yang ada di Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berlarut-larut.
Sehinga fungsi dari para hakim yang ada di Pengadilan Negeri Purwokerto
dapat di optimalkan dalam menempuh proses perdamaian (mediasi). Adanya
diasi di Pengadilan, secara tidak langsung para

an tentang prosedur me
pada PERMA No. 2 Ta

Pengadilan Negeri Purwokerto
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mah ditangani Pengadilan Negeri

Sedangkan kasus yang pe

Purwokerto melalui proses mediasi ada bermacam-macam yaitu seperti
Persengketaan Tanah, Ingkar janji, ganti rugi, Perbuatan melawan hukum

menyewa, perceraiaan

waris, jual beli, sewa-

Tabel Perkara

Di Pengadil

Perdata Perdamaian dalam Bentu

an Negeri Purwokerto

k Mediasi

J——
Tanggal dan No.Perkara Nama dan alamat Mediator Perkara
_—_—_—————'_-___-———-
>3 Februari 2006 Ny. Lestari (P) Er’_———'a———'———-
4 ) anti Rugi
?I/Izdt.ggjg/cioggg&;vg Vincentius(T) Zamzanah
o No. .
Pwt. N S
27 Februari 2006 Made Widiana(P) Siti Perbuatan
OZ/Pdt.Med/2006/PN.Pwt. Pemerintah Kab. Zamzanah | melawan
Jo No. 05/Pdt.G/2006/PN. BMS (T) Hukum
Pwt.
15 Maret 2006 Sigit Raharjo (P) Siti Wanprestasi
02/Pdt.Med/2006/PN.Pwt. Joko Santoso (T) Zamzanah
Jo. No. 04/Pdt.G/PN.Pwt
22 Maret 2006 Rakim Siti Waris |
O7/Pdt.Med/2006/PN.Pwt. M‘uloldqu (P)' Zamzanah
Jo. No. O4/Pdt.G/2006/PN Didi Tiastut! (T)
Pwt. | '
29 Mei 2006 Soeher!an P Amser S. Jual Beli
OS/Pdt.Med/ 006/PN.Pwt Sayektnharyad:(T)
Jo.No. 13/Pdt G/2006/PN
:));/.tl uni 2006 H.Sanfs/ono (P) Amser S i:r}niz;in
lO/Pdt.Med/2006 N.Pwt Rukminto (T) > sk alllm .
Jo. No- 9/Pdt.G/2006/P
) // /
pwl. Teddy Maryo (p) | Amser g | Sewa
| 2000 o Menyewa
%:/Jll’lgtl.Med/ZOO pN.pwt | Ny O Tjio (T)
Jo. No. 20/Pdt.G/2006/PN /
pwi. Ty, Salamab @) | AR Perbuatan
11 Juli 2006 Y. i (T) Jiwantoro Melawan
12/Pdt.Me /PN.P Sriya Hukum
JoNo. 21/P GRoos?™N | — —
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10.

11.

PEDOMAN WAWANCARA

Apa yang bapak ketahui tentang latar belakang dikeluarnya PERMA No. 2

Tahun 2003? Tolong jelaskan.
diasi itu di terapkan di Pengadilan Negeri

Tolong bapak jelaskan kapan mé
Purwokerto?mengapa baru tahun 2006 di terapkan?
Menurut pemahaman bapak bagaimana keduduka
Pengadilan tingkat pertama khususnya Pengadilan Negeri
Dengan adanya upaya perdamaian dalam bentuk mediasi,
bagi para pihak dan pengadilan.
Bagaiamana prosedur mediasi di pengadilan negeri Purwokerto?

rang mediator atau

Sifat apakah yang penting dimiliki untuk menjadi seo!

penengah yang baik?

Berbicara mengenai Upaya perdamaian Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg yang
berlaku di pengadilan tingkat pertama apakah membantu para pihak yang
bersengketa sehingga terwujudnya suatu perdamaian?

Menurut bapak, kasus-kasus atau sengketa apakah yang bisa diselesaikan
dengan memakai proses mediasi?
Sebutkan contoh kasus/sengketa yang pernah ditangani memakai proses

mediasi?

Berdasarkan pengalaman bapak, apa sajakah langkah-

untuk melakukan proses mediasi ?

a. Tahap pra mediasi

b. Tahap mediasi ]

Dalam 9 bulan terakhir ini, yaitu

sekarang, berapakah. ... _

a. Jumlah kasus yang ditangani dengan proses med
keberhasilannya-

n dan fungsi mediasi di
Purwokerto?
bagaimana manfaat

langkah yang diperlukan

sejak bulan Februari sampai dengan

jasi? bagaimana tingkat

kerto, 09 September 2006
Penyusun,

o

Dahri Iskandar
NIM. 022640014

Purwo
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Tempat/Tanggal Lahir

2.

3. Jenis Kelamin . Laki-laki

4, Agama/ Bangsa . Islam / Indonesia

5. Alamat Rumah . J1. Parit lalang Rt. 03 Rw. 03 No. 03
Pangkal Pinang Bangka 33137.

6. Nama Orang Tua

a. Ayah : B. Sutrsino
b. Ibu : Kasminah
7. Pendidikan Formal
a. SDN 2 Pangkal Pinang . Lulus Tahun1996
b. SLTPN1 Pangkal Pinang Lulus Tahun 1999 )
c. MA/SMU AL-Ikhsan Beji  : Lulus Tahun 2002 |
d. STAIN Purwokerto . Masuk Tahun 2002
8. Pendidikan Non Formal . KMI Pondok Modern Gontor Ponorogo
9. Pengalaman Kerja . Teknisi Komputer AK. 47 Computer.
10. Pengalaman Orga;nisasi - HMI Cabang Purwokerto.
Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sesungguhnya dan
berar? sump2? bilame® per purwokerto, 09 September 2006
yang membuat
Dahri Iskandar

NIM. 022640014




DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
| ( STAIN) PURWOKERTO

UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : JI. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

TA.ZGIKB/PP.OOQI Al.rf72 /2005

Nomor : S

Diberikan Kepada :

Nama Dl ISKANGAL. ..o
rempatTgl. Lahir o f.’.?!D.Q.Eﬁ!..ﬁi..r.‘.%.'19:..9..R?ﬁ.ﬁ!.’f!?’..?.'f..?.??.?. ......................
NIM S 02264014 ................................................................ e

demik ...209%:..2992,

m Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Aka

+
karena telah mengikuti Progra
|atif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut .

Selama dua semes:ter dengan bobot komu
i
" SEMESTER! SEMESTER Il
: _,___-q______-—-—_-_
No. | KEMAHIRAN I iyga | HURUT ANGKA | HURUF
I 1
A
1. Listening — B -
o | i ]
i C+ B
2. Speaking -
T =] | &
3. Reading
" — C+ B+
4. Writind — S
T c| 1 c
5 structtire /_____,_____- -
; ST
. : . —---—-—__-_
Translatlon I

NCIN CINCINCIN
"IN CTNCINCTN CTN TN ~ .
& NI YN
St YN CINCIN CIN CIN CY

./
N velan) >

W, AR, W A, P

N

4. P

X2
S
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DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
( STAIN) PURWOKERTO

. UNIT PELAYANAN BAHASA
A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

Alamat : JI.

RTIFIKAT

SEB11.L
Nomor : STA.ZGIKB/PP.OOQI All.t. 25 2605

Diberikan Kepaca':

Nama

TemanTgl. Lahir

NI M

karena telah m

engikuti Program Pengemba

---------------------------------------------------------------------

|||||||

hasa Arab Tahun Akademik ..o le S ,

ngan Ba
iif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut

Selama dua semeister deng'an bobot komula
_____._-—-——______;______-——-—- S
SEMESTER I SEMESTER Il
KEMAHIRAN | T
e ANGKA | HURUF ANGKA | HURUF
s -
1 |s ]
1 Istima’ "
| e e ] | A -
2, Hiwar — A
B
3, Qira'ah I B ]
A B
4. Kitabah [ o
| 5. Qawa'id // N IR
L — B
B Tarjamah //____.___-——___—____-——
yang bersangkutan untuk dapat mengajar Bahasa

01 April 2005
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Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI {STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG V TH. AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/040/V1/2004

Diberikan kepada :

....................................................................

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalom Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPl STAIN Purwokerto.

Purwokerto. 26 Juni 2004
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12/bakohumas/ 05/2004
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Diberikan Kepada :

J
> RO
(Daﬁzm F@gmtan Rﬁ

1 gax o UMAS STAIN @urwﬁ?f‘" y
B pada tanggal 27
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e . 22040014
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0 . 5 g oalaimd! Lape
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‘ DEPARTEMEN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN )

No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126

Alamat : JL. Jend. A. Yani
Homepage www.stain-purwokerto.ac.id

=

SURAT KETERANGA_N
aan Sekolah

ni. Kasubbag Akademik dan Kemahasisw

i Yang bertanda tangan dibawah 1
I inggi Agama Islam Negerl (STAIN) PurWOkerlo menerangkan dengan sebenarnya bahwa :
|. Nama . pAHRI I[SKANDAR
2.NIM : 022640014 |
; ah / AS
3. Semester /J urusan/Prodl vy Syar! ah
. 2002 - 2003

S

. Angkatan Tahun
. 2005- 2000-

Tahun Akadcmik
kan Judul Proposal Skripsi.

w

enarl sudah perhak mengajy

ar-b
Mahasiswa tersebut diatas ben o o,
1
Sebagai bukti berikut ini disertaka ranskrp k o - o
qgan 1! dibuat untuk 1
Demikian surat Kketerant
‘ i . purwokerto
ibuat di : .
2 . 24 April 2006

pada tangga




009[KJS/02/2006
mbing Skripsi

Nomor : STA.26/PP-
Lamp : 1 Lembar
Hal :Usulan Menjadi pembi
Kepada

Yth. Bapak Drs.H- Anshori, M.Ag
Di

Tempat

. mahasiswa Pro
Gyari’ah pada hari
untuk




SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan
menerangkan bahwa

Nama

Nomor : T

NIM

Semester

Jurusan/Prodi

Telah

No.|

Mengajukan judul propoSal 8

-VII

minar prOPC'Sal P

‘_/Iiai,-/lmgai/_
enin 00 Februarl 2006

_SJ——//
2000

Demikian surat keterﬂngan
kﬁPSi-

EMEN AGAMA RI

DEPART
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN ) Purwokerto
5624 Fax.636553

Alamat : J1. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-63
puwokerto 53126

MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
S A.26/PK.I/PP.OO9/ /2006

. Dahri [skandar
. 0226400 14

: Syariah/ As.




DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN)

FUS
S J1 Jend. A. Yani No. 40A Telp, 0281-635624 F
tain—purwokerta.ac_id

Homepage : WWW-$
BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

|. Hari/ Tanggal

x.636553 Puwokerto 53126

2. Waktu :
3. Nama - Dahri [skandar
4. NIM . 022640014
5 Semester/Jurusan . 111/ Syariah
6. Tahun Akademik 2006 |
7. Tempat Gedung Pusat STAIN Lantal 1l
g Peserta seminar ( Dalam Tabel )
No. | NIM Peserta Angkatan Tandatangan
0.
S— _.-’-—"’__—_’ ~
w0z | T,
. |p22650032 u%h@um& 2/ Fé
9 (_-);72-69C_,C,'O{C_) (\A(ig[ff(lf\ 2(-,(',2.‘., . \ /f’_w\ t(:’[mf\
s pazeacotz [wrfan A zr;r; Z AN
z
4. |oz24500'7 Hapr! [nﬂdalfze s Ww
5. lopnc A0 P badd™ iﬁ \ z
o |0raspore M Pt 1€ oTe QL 7
7. 9926407 S WL('dHﬂ'r/w 198 s /4{
: VG , .
8. |2 762100 Do (Doi"/mrmf 700 9!4%
vy ol Loy 10. M
) T 200 Lt
T oA 20 o purwokerto; 9 Mei 2000
‘ Mahasiswa bs, |
he A"




DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

( STAIN)
JI. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax.636553 Puwokerto 53126 '
Homepage < www.stain-purwakerto.ac.id

ROPOSAL SKRIPSI

DAFTAR HADIR SEMINAR P

9. Hari/ Tanggal
10. Waktu/Jam

11. Nama - Dahri |skandar

12. NIM : 022640014
13. Semester/ J grusan - v/ Gyariah
3 2005-2006

14. Tahun Akadcmik
sat STAIN Lantai I11

15. Tempat .Gedung PU
16. Peserta Seminar . ( Dalam N
_m‘ﬁm/’ﬂ Peserta Angkatan Tandatangan
0.
| Timo| 2997 1. F
1. |pxes0032 i uro ’ f 2./4 %
- =260 ¥
Cﬁ’:z.fa(/po 19 (‘vl(ts,rr(t!\ 3 L % m(‘?_
022640012 gurpan AS 2002 : -
200¢ 4.
it

2

3

4. p2zss002 Hop! ! T )

5. Gagez;ooa@ r/lumag\,\ anﬂb ﬁ%é 6'%
6. 0226L001° M . Falun e o0 7%

’ ‘ s.@/ /
8

402 ¢4 o9 Gy f/of(cf"%v" ( 499 2

‘ 3
; 21006 |Oon Qorar it |20° 0 ANz -
o 9004 10. j{w’

it &
o lpareuoos B3 ) aes .
T ’lg ] g o & .
| 0. |0A20m0% f\{f&f\"’{{d‘t}ﬂw S
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DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

( STAIN)

624 Fax.636553 Puwokerto 53126
d

J1. Jend. A. Yani

AN LULUS SEMINAR

SURA T KETERANG.
STA-26/KJ/PP.OO9/ a7 /2006

Nomor :
n dibawah ini adalah Ketua Sidang Proposal Skripsi

Yang bertanda tangd
erangkan bahwa :

Jurusan Syariah GTAIN Purwokerto men

- Dahri [skandar

Nama
NIM . 022640014
Semester - VIII (delapan)
jurusan/Prodi Syari’ah /Ahwal Al—Syahksiyyah
l Benar-benar telah mclaksanakan Seminar proposal Skripsi denganl judul :
KEDUDUKAN DAN FUNGSI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF ‘
} PENYELESAIAAN PERKARA PERDATA (Studi Analisis Terhadap
Peraturan Mahka;nah Agung (PerMA) No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur
Mediasi Di Pengadilan Negeri Purwokerto)
DAK LULU

Dengan dinyataka L

Iz

unt




